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BAB V 

REKONSTRUKSI ATURAN HUKUM DAN REKONSEPSI MODEL 

MEDIASI PROPARTIF OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM 

TUJUAN MENCAPAI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM 

 

A. Rekonstruksi Aturan Hukum Terkait dengan Model Mediasi Propartif 

Ombudsman Republik Indonesia 

Kegiatan pelayanan publik tidak dapat dijauhkan dari kehidupan 

masyarakat, pelayanan publik juga dibutuhkan di berbagai kegiatan yang 

berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta. Pelayanan 

publik selalu menjadi sorotan masyarakat, di mana sering terjadi 

pelanggaran-pelanggaran pelayanan yang tidak baik, lamban, berbelit-belit, 

dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangkat pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan adminstratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Dalam meningkatkan standar pelayanan publik, penyelenggara negara 

harus mengikut sertakan masyarakat dengan prinsip tidak diskriminatif, 

terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan 

mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman (pasal 20 

UU No.25 Tahun 2009). Sebagai penyelenggara negara harus mempunyai 
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pencapaian tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Dapat dilihat jika pelayanan publik di Indonesia banyak yang belum 

memenuhi standar pelayanan yang baik. Pelayanan publik sendiri dapat 

dijadikan tolak ukurr dalam keberhasilan pemerintah yang memberikan 

pelayanan sehingga kualitas dalam pelayanan publik bagi penyelenggara 

pelayanan publik harus senantiasa terus ditingkatkan. Pelayanan yang kurang 

optimal membuat masyarakat kurang mendapatkan pelayanan yang maksimal 

dan seringkali hak-hak mereka dilanggar oleh penyelenggara yang tidak 

bertanggung jawab. 

Bentuk pelanggaran atau maladiminstrasi yang sering dijumpai adalah 

penundaan pelayanan secara berkala, penyalahgunaan wewenang, 

penyimpangan prosedur yang telah ditetapkan, kelalaian, diskriminasi 

terhadap masyarakat, tidak profesional, lemahnya informasi, tindakan 

sewenang-wenang, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak 

pelayanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara negara ini buruk. 

Yang seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, 

terbuka, informasi yang jelas dan sesuai. Pelanggaran-pelanggaran tersebut 

sering terjadi karena tidak adanya pengawasan yang kuat, bahkan 

pengawasan yang diberikan oleh instansi jarang menuai hasil yang optimal 

dalam memberikan pelayanan yang prima. Maka dari itu keberadaan lembaga 

pengawas eksternal dalam mengontrol dan mengawasi pelanggaran 

penyelenggara pelayanan negara sangat diperlukan, sehingga pemerintah 

membuat suatu Lembaga Negara yang bertugas mengawasi jalayannya 
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penyelanggaraan pelayanan publik yang disebut lembaga Ombudsman 

Republik Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, menjelaskan tentang 

Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan suatu lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 

atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

Ombudsman adalah suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang 

tujuannya untuk mengawasi jalannya pelayanan publik dan membantu 

menyelesaikan permasalahan penyelenggara negara yang melakukan 

pelanggaran. Ombudsman akan melayani jika ada masyarakat yang melapor, 

yang nantinya akan diproses dengan berbagai persyaratan dan tahap-tahap 

sesuai Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan, 

hingga pelapor dan terlapor mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. 

Arahan yang diberikan Ombudsman terhadap penyelenggara negara 

nantinya diharapkan untuk mampu mendorong penyelenggara negara mampu 
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bertanggung jawab atas tugas dan memberikan layanan secara baik sesuai 

standar pelayanan yang ada. Pengaduan yang diadukan masyarakat ini tidak 

bersifat hukum sehingga Ombudsman Republik Indonesia menjalankan 

fungsi mediator yakni menjembatanikomunikasi antara pengadu dan pemberi 

pelayanan, membantu mencarikan jalan keluar atas gugatan pengaduan. 

Seluruh pelayanan publik telah diawasi oleh Ombudsman Republik 

Indonesia yang dibagi per wilayah/provinsi dengan nama Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan. Salah satunya adalah Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan yang merupakan lembaga 

Ombudsman daerah yang mendekatkan pelayanan pengaduan kepada 

masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Ombudsman RI 

Kalimantan Selatan memiliki dua pengaduan yaitu Laporan Masyarakat dan 

Respon Cepat Ombudsman. Laporan Masyarakat merupakan laporan yang di 

mana harus memenuhi peryaratan formil dan materiil lalu jika terpenuhi dan 

termasuk wewenang Ombudsman akan ditindak lanjuti sesuai dengan 

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Teuntang 

Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Peraturan 

Ombudsman). 

Respon Cepat Ombudsman merupakan salah satu metode penyelesaian 

laporan masyarakat dengan cepat tentunya dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan oleh Ombudsman sesuai dengan Peraturan 

Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Peraturan 

Ombudsman). Dari dua pengaduan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu 

membantu masyarakat dalam maladministrasi yang terjadi di suatu instansi 

pelayanan publik. Metode ini yang kerap disebut dengan metode mediasi 

propartif. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, Ombudsman 

berwenang meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pelapor, 

terlapor,atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan 

kepada Ombudsman, memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen 

lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran 

suatu laporan, meminta klarifikasi dan salinan atau fotokopi dokumen yang 

diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi 

terlapor, melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain 

yang terkait dengan laporan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan 

konsiliasi atas permintaan para pihak, membuat Rekomendasi mengenai 

penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi 

dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan demi kepentingan umum 

mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 

Fungsi Ombudsman sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 

37 tahun 2008, lembaga Ombudsman adalah salah satu unsur dalam sistem 

pengawasan di Indonesia yaitu sebagai pengawas eksternal. Ombudsman 
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Republik Indonesia menjalankan dua fungsi yaitu penyelesaian laporan dan 

pencegahan dengan tugas-tugas seperti melakukan pemeriksaan subtansi atas 

laporan, menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri 

terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintah serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun 

jaringan kerja melakukan upaya pencegahan maladministrasi dan 

penyelenggaraan pelayananpublik, serta melakukan tugas lain yang diberikan 

Undang-Undang. 

Instrumen rekomendasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik 

indonesia,Besar ekspetasi kita terhadap Ombudsman dengan pendekatan 

persuasif mampu menyelesaikan persoalan maladministrasi pelayanan publik 

yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik khususnya yang berada 

didaerah dengan tujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan publik. 

Namun justru pada praktiknya rekomendasi yang diberikan Ombudsman 

seringkali tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh kepala daerah. Dalam 

berbagai kasus ketidakpatuhan kepala daerah terhadap rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Ombudsman,Kepala daerah bisa diposisikan sebagai 

terlapor. 

Adanya ketidakpastian hukum membuat masyarakat menjadi korban, 

baik dari segi materiil maupun non materiil. Kepastian hukum akan memberi 

rasa keadilan dan kepercayaan dari masyarakat sebagai warga negara kepada 
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penyelenggara pemerintahan. Pemerintah yang baik dibutuhkan untuk 

melaksanakan pembangunan berdasarkan dasar negara yaitu pancasila.  

Telah menjadi rahasia umum, sebagai contoh bahwa pelanggaran 

administrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dalam 

menjalankan tugasnya masih belum baik, tidak transparan, praktik kolusi dan 

nepotisme masih berlaku, seperti pada bidang hukum. Untuk mengatasi 

persoalan tersebut, dibentuklah lembaga Ombudsman Republik Indonesia 

sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

Ombudsman diberi mandat untuk menerima laporan dari masyarakat atas 

dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, 

serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi pemerintah atau 

penyelenggara pelayanan publik. 

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan atau sesuai dengan 

keinginan masyarakat/ pelanggan pada umumnya, untuk mencapai hal ini 

diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan 

keinginan dengan kenyataan. Karena pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dan memberikan pelayanan 

yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta berfokus kepada 

pelanggan/masyarakat secara baik.  
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Kehadiran Ombudsman diharapkan dapat menjadi solusi dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih 

terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman, seperti 

lemahnya daya ikat dari rekomendasi yang dikeluarkan, kurangnya kesadaran 

aparatur pemerintah terhadap pentingnya tindak lanjut atas laporan 

masyarakat, serta keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran 

administrasi secara langsung. Contoh kasus Ombudsman dalam 

menyelesaikan masalah administrasi dan pelayanan publik. 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah. Dalam penyelenggara pelayanan publik, 

masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan melainkan juga sebagai 

agen pengawas. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan 

pelayanan yang masih belum optimal bagi masyarakat. Hal tersebut 

dikarenakan masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Sebagai contoh sikap petugas yang kurang baik, bertutur kata yang 

kurang sopan dengan nada suara yang tinggi, dan tidak melaksanakan tugas 

sesuai dengan kewajibannya. Sehingga hal tersebut dapat mempersulit 

masyarakat dalam menerima layanan publik. Hal ini yang pada akhirnya akan 

berdampak pada kemalasan masyarakat dalam menggunakan layanan publik, 

kecuali dalam keadaan hal mendesak. 

Tugas Ombudsman juga mencegah terjadinya maladministasi. Menurut 

UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia, 
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maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melebihi 

kewenangan, menggunakan berwenang untuk tujuan lain dari yang menjadi 

tujuan berwenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 

hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materil 

atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan. Oleh sebab itu, 

apabila menemukan perbuatan ataupun hal-hal yang menyimpang dari aturan 

atau maladministrasi, perbuatan yang harus dilakukan yaitu mengambil 

sebuah tindakan yang berani. Tindakan berani dalam hal ini merupakan 

berani untuk melaporkan pelayanan publik kepada Ombudsman. 

Ombudsman saat ini menjadi sarana alternatif yang sangat baik untuk 

menyelesaikan setiap permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan. 

Masyarakat umum semakin menyukai pola Ombudsman yang cepat, 

sederhana dan berkualitas. Cukup banyak kemudahan yang ditawarkan 

Ombudsman, mulai dari cara menyampaikan laporan yang fleksibel dan 

mudah, tanpa biaya, kerahasiaan identitas dan mengedepankan penyelesaian 

laporan yang solusional. Salah satu jalur alternatif (non projustitia) dalam 

penyelesaian masalah seputar pelayanan publik, Ombudsman seringkali jadi 

pilihan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan.banyak sekali 

laporan pengaduan yang masuk justru tidak ada kewenangan Ombudsman 

untuk menyelesaikannya. Misal, laporan berkaitan harta warisan, KDRT, 

dugaan perbuatan pencemaran nama baik di media sosial, dugaan penipuan 

dan lain sebagainya. Padahal sudah cukup jelas diinformasikan bahwasanya 
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Ombudsman hanya berwenang dalam melakukan pengawasan dan menerima 

laporan seputar pelayanan publik. 

Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya didukung oleh 2 

undang-undang, yaitu UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia dan UU Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman 

Republik Indonesia didefinisikan sebagai lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Secara eksplisit, 

mandat ini bersifat eksklusif karena tidak ada lembaga negara lain yang 

dibentuk dengan tupoksi spesifik melakukan pengawasan eksternal terhadap 

tindakan atau sikap tidak patut dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan.  

Lembaga pengawas lain seperti Inspektorat atau BPK memiliki mandat 

pengawasan, namun bersifat internal (bureaucratic oversight) atau fiskal 

(financial oversight). Hanya Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki 

mandat pengawasan eksternal (citizen-centric oversight) yang memosisikan 

warga negara sebagai subjek hukum yang berhadapan langsung dengan 

birokrasi. Dalam hukum administrasi negara, mandat Ombudsman Republik 

Indonesia merupakan lex specialis yang mengesampingkan pengawasan 

umum lainnya dalam hal sengketa pelayanan publik. 

UU Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pasal 35 ayat (3) secara tegas 

menempatkan Ombudsman sebagai pihak yang menerima laporan masyarakat 

sebagai bentuk pengawasan eksternal. Sifat lex specialis ini menjadikan 
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Ombudsman Republik Indonesia sebagai pintu utama sekaligus basis data 

otoritatif dalam memetakan profil maladministrasi di Indonesia. Data yang 

dihasilkan oleh Ombudsman Republik Indonesia bukan sekadar data statistik, 

melainkan data yuridis-administratif yang memiliki legitimasi untuk menjadi 

dasar bagi evaluasi kebijakan nasional maupun penyelesaian sengketa di 

lembaga peradilan. Karena Ombudsman Republik Indonesia adalah satu-

satunya lembaga yang secara legal berwenang menilai kepatutan dan bukan 

hanya legalitas suatu tindakan administratif, maka basis data Ombudsman 

Republik Indonesia merupakan satu-satunya instrumen yang mampu 

mendeteksi kegagalan sistemik dalam pelayanan publik yang tidak tertangkap 

oleh audit finansial atau audit kinerja biasa. 

Dalam melaksanan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menangani 

laporan dengan maladministrasi dalam penyelanggaraan pelayanan publik, 

Ombudsman menggunakan standar nilai yang menjadi asas disetiap gerak 

nafas insan Ombudsman dalam melayani masyarakat, yaituaas kepatutan 

(appropriatness), kadilan (justice), non-diskriminasi (non discrimination), 

tidak memihak (impartial), akuntabilitas (accountability), keseimbangan 

(balances), keterbukaan (transparency) dan kerahasiaan (confidentiality). 

Namun tidak dipungkiri bahwa kinerja Ombudsman masih memiliki 

keterbatasan seperti keterbatasan hukum, kurang SDM rendahnya kepatuhan 

pelaku usaha terahadap hasil mediasi serta lemahnya pengawasan. Hal ini 

seperti yang terjadi pada BKSN. Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

(BPKN) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan  sengketa  konsumen  
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melalui  fungsi  mediasi  dan  advokasi.  Secara normatif, BPKN memiliki 

dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam implementasinya di lapangan  

masih  menghadapi  berbagai  hambatan.  Hambatan  tersebut  mencakup 

keterbatasan kewenangan hukum yang mengikat, kurangnya sumber daya 

lembaga, rendahnya   kepatuhan   pelaku   usaha   terhadap   hasil   mediasi,   

serta   lemahnya pengawasan   terhadap   pelaksanaan   kebijakan   

perlindungan   konsumen.   Dari perspektif   sosial   dan   sosiologis,   

hambatan-hambatan   tersebut   mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan 

antara konsumen dan pelaku usaha, serta lemahnya legitimasi   lembaga   

dalam   struktur   sosial   yang   kompleks.   Oleh   karena   itu, diperlukan 

strategi penguatan yang mencakup pemberian kewenangan hukum yang lebih  

tegas  kepada  BPKN,  peningkatan  kapasitas  institusional,  penguatan  kerja 

sama  dengan  sektor  usaha  dan  pemerintah,  serta  peningkatan  literasi  

konsumen melalui  sosialisasi  dan  pendidikan  publik.  Penguatan  ini  tidak  

hanya  bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa 

konsumen, tetapi juga untuk menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  

yang  adil,  partisipatif,  dan  berdaya guna dalam menghadapi tantangan 

ekonomi di masyarakat urban yang dinamis.433  

Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan kewenangan 

oleh penyelenggara pemerintahan dan sekaligus membantu aparatur negara 

melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisiensi dan adil. Ombudsman 

                                                           
433  Rizki Adi Pratama, “Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Konsumen: Studi Kasus Kota Besar,” Jurnal Iqtishaduna vol. 6, no. 4 

(2025), hlm. 999–1007. 
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akan mendorong pemegang kekuasaan negara melaksanakan 

pertnggungjawaban secara baik. Beberapa alasan mendasar mengapa banyak 

negara termasuk Indonesia membentuk lembaga Ombudsman: 

1. Secara intitusional Ombudsman bersifat indpenden baik struktural, 

fungsional maupun personal. Sifat independen ini sangat mempengaruhi 

efektivitasnya karena dalam bertindak senantiasa bersikap objektif, adil dan 

tidak berpihak; 

2. Sasaran pengawasan adalah pemberian pelayanan. Artinya dalam 

bertindak, aparat menjadi pelayan sehingga warga masyarakat 

diperlakukan sebagai subjek, bukan objek/korban pelayanan.  

3. Prosesdur atau mekanisme yang digunakan dalam proses pengaasan tidak 

berbelit-belit dan juga dimungkinkan proses penyelesaian melalui mediasi 

dengan prinsip saling memberi saling menerima (win-win solution).  

4. Lembaga Ombudsman dengan tegas dan terbuka menyatakan pengawasan 

yang dilakukan atau laporan yang ditindaklanjuti tidak dipungut biaya.  

5. Ombudsman juga menganut prinsip bahwa dalam menyelesaikan laporan 

senantiasa mendengarkan dua pihak oleh karena itu tidak melayani surat 

kaleng. 

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai model mediasi 

propartif yang digunakan Ombudsman Republik Indonesia dan masih 

memiliki nilai kelemahan salah satunya terkait belum di aturnya model 

mediasi ini dalam suatu regulasi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab 
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itu perlu dilakukan proses rekonstruksi dalam peraturan perundang-undangan 

terkait hal tersebut.  

Rekonstruksi aturan hukum terkait model mediasi Propartif (Progresif-

Partisipatif) bertujuan untuk memberikan landasan yuridis yang kokoh, 

sehingga kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan eksekutorial dan 

prediktabilitas hukum. Saat ini, Propartif masih bersandar pada Peraturan 

Ombudsman (Peromb) Nomor 48 Tahun 2020, yang secara hierarki 

perundang-undangan  memiliki daya ikat terbatas terhadap instansi luar. 

Langkah utama dalam rekonstruksi ini adalah menaikkan derajat 

pengaturan Propartif dari sekadar peraturan internal menjadi norma yang 

diakui secara nasional. Oleh sebab itu perlu dilakukan revisi UU Ombudsman 

(Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008) dengan memasukkan klausul 

spesifik mengenai "Mediasi Propartif" sebagai salah satu metode wajib dalam 

penyelesaian laporan, bukan sekadar opsi tambahan. Selain itu perlu 

dilakukan integrasi ke UU Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009) dengan menyelaraskan mekanisme mediasi dengan sanksi 

administratif bagi penyelenggara negara yang tidak patuh pada kesepakatan 

mediasi. 

Perlu juga melakukan Rekonstruksi Kekuatan Eksekutorial (Legal 

Binding), agar kesepakatan tidak menjadi "macan kertas", rekonstruksi harus 

menyentuh aspek daya paksa. Perlu dilakukan pembentukan Akta 

Perdamaian (Van Dading) yang mengadopsi konsep mediasi di pengadilan 

(Perma Nomor 1 Tahun 2016) ke dalam Propartif, di mana kesepakatan 
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mediasi Ombudsman dapat dimintakan penetapan (executorial title) ke 

pengadilan setempat jika salah satu pihak wanprestasi. Dilakukan pula 

klausul Sanksi Berjenjang yang menetapkan bahwa pengabaian terhadap hasil 

mediasi Propartif dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam disiplin 

ASN atau jabatan publik. 

Banyak mediasi gagal karena pejabat takut mengambil keputusan 

inovatif. Rekonstruksi hukum harus memberikan rasa aman, menegaskan 

dalam aturan hukum bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat publik 

dalam kerangka mediasi Propartif (sepanjang tidak ada unsur suap/korupsi) 

tidak dapat dipidanakan atau digugat sebagai penyalahgunaan wewenang dan 

memberikan ruang bagi diskresi administratif yang lahir dari kesepakatan 

mediasi untuk diakui sebagai tindakan pemerintahan yang sah. 

Rekonstruksi juga harus menyasar kualitas penyelenggara dengan 

mewajibkan asisten Ombudsman memiliki sertifikasi mediator yang diakui 

oleh Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi profesi terkait, namun 

dengan kurikulum khusus hukum administrasi negara dan pelayanan publik 

dan mempertegas aturan mengenai benturan kepentingan dalam kode etik 

mediator Propartif untuk menjaga integritas proses. Dengan merekonstruksi 

aturan ini, model Propartif akan bertransformasi dari sekadar "upaya 

perdamaian" menjadi "instrumen penegakan hukum administrasi" yang 

tangguh. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) 

karena adanya jaminan bahwa hak-hak mereka yang diperjuangkan melalui 

mediasi memiliki kepastian hukum untuk dieksekusi. 
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Rekonstruksi yang ditawarkan oleh peneliti dalam disertasi ini, berakar 

dari masih terdapatnya kelemahan-kelemahan dalam mediasi yang dijalankan 

oleh Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan saat ini. Berikut adalah 

uraian kelemahan-kelamahan mediasi Ombudsman Republik Indonesia 

tersebut: 

Tabel 5.1 

Tabel Kelemahan Mediasi Ombudsman dan Dampak yang Terjadi 

No Indikator Mediasi Ombudsman Dampak yang Terjadi 

1 Ketiadaan Regulasi 

Teknis 

Eksekutorial 

Hasil mediasi seringkali 

hanya berupa Nota 

Kesepahaman (MoU) tanpa 

mekanisme eksekusi yang 

memaksa (binding). 

Putusan/kesepakatan 

mudah diabaikan oleh 

instansi terlapor. 

2 Ketergantungan 

pada Iktikad Baik 

Keberhasilan mediasi sangat 

bergantung pada moralitas 

individu pejabat di instansi 

terlapor. 

Proses menjadi tidak pasti 

(uncertain) dan tidak 

terukur (unpredictable). 

3 Sifat Sukarela 

(Voluntary) 

Para pihak memiliki 

kebebasan penuh untuk 

keluar dari proses mediasi 

kapan saja tanpa 

konsekuensi. 

Potensi penyalahgunaan 

sebagai taktik ulur waktu 

(delaying tactic) oleh 

pihak birokrasi untuk 

menghindar dari 

penyelesaian perkara. 

4 Dominasi Mediator Mediator seringkali memiliki 

pengaruh yang terlalu besar 

dalam mengarahkan 

kesepakatan (terkesan 

memihak atau memaksakan 

solusi). 

Erosi atas kemandirian 

para pihak dan hilangnya 

esensi win-win solution 

yang murni karena 

dominasi subjektif 

mediator. 

Sumber: Hasil identifikasi dan evaluasi peneliti di lapangan. Tabel ini 

menyimpulkan kelemahan fundamental dari sistem mediasi Ombudsman 

saat ini (seperti ketiadaan regulasi eksekutorial, ketergantungan iktikad 

baik, dan dominasi mediator) beserta dampak negatif yang terjadi pada 

masyarakat. 
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Pada tabel tersebut dapat diuraikan bahwa kelemahan utama mediasi saat 

ini adalah terlalu mengandalkan pendekatan voluntarist (kerelaan). Dalam 

ranah hukum publik, kerelaan seharusnya tidak menjadi instrumen utama, 

melainkan kepatuhan terhadap hukum. Tanpa regulasi eksekutorial, mediasi 

hanyalah sebuah ajakan yang tidak memiliki taring (toothless). Selain itu 

Mediator seringkali memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam 

mengarahkan kesepakatan  hal ini memiliki potensi Mediator melakukan 

tindakan-tindakan yang memihak salah satu pihak dan ada konflik dalam diri 

mediator yang menjadikan posisinya tidak netral. Keberhasilan mediasi juga 

sangat bergantung pada moralitas individu pejabat di instansi terlapor. Oleh 

karena masih terdapatnya kelemahan-kelemahan tersebut, Mediasi Propartif 

menawarkan kerangka di mana solusi yang dihasilkan merupakan 

implementasi dari kewajiban administratif, bukan sekadar sukarelawan. 

Berkaitan dengan kelemahan tersebut maka perlu dilakukan rekonstruksi atas 

landasan hukum mediasi Ombudsman Republik Indonesia agar memiliki 

kekuatan hukum yang lebih mengikat. 

Dalam hal ini berikut peneliti uraikan mengenai rekonstruksi terhadap 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 kaitannya dengan regulasi metode mediasi propartif oleh 

Ombudsman Republik Indonesia.  Rekonstruksi ini dilakukan dengan dasar  

data-data yang ada pada Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini dilakukan 

karena Ombudsman adalah lembaga negara yang memegang data paling 

autentik mengenai kegagalan pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk 
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adalah bukti empiris bahwa sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah 

tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan. 

Rekonstruksi undang-undang yang ideal seharusnya bersifat bottom-up 

atau berangkat dari permasalahan masyarakat, bukan sekadar keinginan 

politik. Data dari Ombudsman adalah potret nyata penderitaan atau kerugian 

masyarakat akibat regulasi yang buruk. Menggunakan data ini memberikan 

pijakan moral dan hukum yang sangat kuat bagi peneliti untuk mengatakan 

bahwa undang-undang ini harus diubah karena telah terbukti secara sistematis 

merugikan masyarakat sebagaimana tercatat dalam laporan Ombudsman. 

Sebelum masuk pada tabel rekonstruksi, perlu dipertajam terlebih dahulu 

pasal atau bagian mana saja di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang oleh peneliti dinilai masih lemah, 

tumpang tindih, dan/atau belum selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, 

sehingga memerlukan rekonstruksi ke depan.  

Uji kontradiksi norma ini dilakukan pada tiga lapis pengujian, yaitu 

pengujian kelemahan norma (kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan), 

pengujian tumpang tindih (baik antarpasal dalam satu undang-undang, antara 

kedua undang-undang, maupun antara undang-undang dengan Peraturan 

Ombudsman), dan pengujian keselarasan dengan prinsip hukum Islam, 

khususnya prinsip keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), amanah, dan 

kepastian pemulihan hak (tawidh). 
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1. Kelemahan dan tumpang tindih pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 

a. Pasal 7 juncto Pasal 8 (kelemahan norma): kedua pasal ini mengatur 

tugas dan wewenang Ombudsman secara umum, termasuk 

menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi, tetapi tidak 

menyebut secara eksplisit istilah dan prosedur "Mediasi Propartif". 

Akibatnya, model mediasi propartif yang justru paling banyak 

dipraktikkan di lapangan (sebagaimana terlihat pada studi kasus Bab 

IV) hanya bersandar pada Peraturan Ombudsman, bukan pada undang-

undang. Ini adalah kekosongan norma pada tataran undang-undang 

yang membuka celah bagi instansi terlapor untuk mempertanyakan 

legitimasi metode ini. 

b. Pasal 7 dan Pasal 8 dibandingkan dengan Pasal 30–33 (potensi tumpang 

tindih kewenangan): kewenangan Ombudsman menyelesaikan laporan 

melalui mediasi/konsiliasi pada Pasal 8 tidak secara tegas dibatasi 

terhadap kewenangan lembaga pengawas internal (Inspektorat) maupun 

lembaga penyelesaian sengketa sektoral lain (misalnya mediator 

hubungan industrial atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana 

ditemukan dalam kasus-kasus pada Bab IV). Tumpang tindih ini 

menimbulkan ketidakpastian mengenai forum mana yang seharusnya 

didahulukan ketika satu persoalan maladministrasi bersinggungan 

dengan kewenangan instansi lain. 
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c. Pasal 39 (kelemahan norma dan ketidakselarasan dengan prinsip 

Islam): sanksi administratif pada pasal ini hanya ditujukan kepada 

Terlapor dan atasan Terlapor yang mengabaikan Rekomendasi 

Ombudsman, sementara pengabaian terhadap kesepakatan mediasi 

propartif tidak diatur sanksinya sama sekali. Kekosongan ini 

bertentangan dengan prinsip tanggung jawab (mas'uliyyah) dan 

pemulihan hak korban (tawidh) dalam hukum Islam, karena 

kesepakatan yang telah disetujui para pihak semestinya mengikat dan 

dapat dimintakan pertanggungjawaban jika diabaikan, sebagaimana 

kaidah al-‘aqdu syari‘atul mutaaqidin (perjanjian adalah undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya). 

d. Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 8 (belum selaras dengan prinsip Islam): 

definisi maladministrasi dan kewenangan pemeriksaan pada kedua 

pasal ini masih berorientasi pada pendekatan legal-formal (kepatuhan 

prosedur), belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kepatutan 

dan moral seperti prinsip amanah dan larangan zhulm (kezaliman 

birokrasi) yang menjadi rujukan utama fungsi pengawasan model 

Wilayatul Mazalim dalam hukum Islam. 

2. Kelemahan dan tumpang tindih pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 

a. Pasal 48 (kelemahan norma): pasal ini hanya mengatur prinsip umum 

penyelesaian pengaduan (independen, non-diskriminasi, tidak 

memihak, tidak memungut biaya) tanpa menyebut metode penyelesaian 
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yang spesifik. Ketiadaan rujukan eksplisit terhadap mediasi propartif 

pada pasal ini menjadikan metode tersebut sekadar praktik 

administratif, bukan norma yang wajib dijalankan (standard operating 

procedure). 

b. Pasal 50 (tumpang tindih dengan UU Nomor 37 Tahun 2008): pasal ini 

mengatur kewajiban penyelenggara merespons pengaduan, sementara 

mekanisme dan tenggat responsnya tidak selaras dengan ketentuan 

pemeriksaan pada Pasal 8 UU Ombudsman. Tidak adanya kewajiban 

bagi penyelenggara untuk menghadirkan pejabat yang berwenang 

mengambil keputusan dalam forum mediasi sebagaimana ditemukan 

menjadi penyebab kegagalan mediasi pada beberapa kasus di Bab IV  

memperlihatkan pasal ini belum bersinggungan secara operasional 

dengan kewenangan Ombudsman pada UU Nomor 37 Tahun 2008, 

padahal keduanya seharusnya menjadi satu rangkaian norma yang 

saling mengunci. 

c. Pasal 52 (kelemahan norma dan ketidakselarasan dengan prinsip 

Islam): pengaturan mengenai pengelolaan pengaduan pada pasal ini 

belum memuat kewajiban ganti rugi (tawidh) yang proporsional dan 

cepat bagi pihak yang dirugikan, sehingga pemulihan hak korban 

maladministrasi bergantung pada itikad baik penyelenggara. 

Kekosongan ini belum selaras dengan prinsip la dharara wa la dhirar 

(tidak boleh ada kerugian atau saling merugikan) yang menuntut 

kepastian dan kecepatan pemulihan kerugian dalam hukum Islam. 
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3. Tumpang tindih antara kedua undang-undang dengan Peraturan 

Ombudsman 

Selain tumpang tindih di dalam dan antarpasal pada kedua undang-

undang tersebut, ditemukan pula persoalan hierarki: pengaturan teknis 

mediasi propartif justru lebih rinci diatur dalam Peraturan Ombudsman di 

bawah undang-undang dibandingkan pada undang-undang itu sendiri. 

Kondisi ini bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena norma yang 

seharusnya menjadi dasar hukum kewenangan (undang-undang) justru 

lebih miskin ketentuan dibandingkan aturan pelaksananya (Peraturan 

Ombudsman), sehingga daya ikatnya terhadap instansi terlapor menjadi 

lemah. 

Ketiga lapis uji kontradiksi norma di atas yaitu kelemahan, tumpang 

tindih, dan ketidakselarasan dengan prinsip hukum Islam menjadi dasar 

argumentatif bagi rekonstruksi Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008, serta Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: 
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Tabel 5.2 

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

 

NO PASAL SEBELUM 

REKONSTRUKSI 

PASAL SETELAH 

REKONSTRUKSI 

REKONSTRUKSI 

PERSPEKTIF SYARIAH 

KETERANGAN 

1 Pasal 7 UU Ombudsman 

Republik Indonesia: 

a. menerima Laporan atas 

dugaan Maladministrasi 

dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

b. melakukan pemeriksaan 

substansi atas Laporan; 

c. menindaklanjuti Laporan 

yang tercakup dalam ruang 

lingkup kewenangan 

Ombudsman 

d. melakukan investigasi atas 

prakarsa sendiri terhadap 

dugaan Maladministrasi 

dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik 

e. melakukan koordinasi dan 

Pasal 7 UU Ombudsman 

Republik Indonesia: 

a. menerima Laporan atas 

dugaan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik; 

b. melakukan pemeriksaan 

substansi atas Laporan; 

c.  menindaklanjuti Laporan 

yang tercakup dalam ruang 

lingkup kewenangan 

Ombudsman 

d.  melakukan investigasi atas 

prakarsa sendiri terhadap 

dugaan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik 

e. melakukan koordinasi dan 

Pasal 7 UU Ombudsman 

Republik Indonesia: 

a. menerima laporan atas 

dugaan maladministrasi 

dan/atau kezaliman 

birokrasi (zhulm) dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik; 

b. melakukan verifikasi laporan 

atas dugaan maladministrasi 

dan/atau kezaliman birokrasi 

secara objektif, adil, dan 

transparan (amanah); 

c. melakukan investigasi atas 

laporan masyarakat maupun 

atas inisiatif sendiri melalui 

metode pemantauan 

proaktif (al-tafaqqud) untuk 

- Pada pasal 7 UU Ombudsman, 

diuraikan atau diatur mengenai 

tugas-tugas lembaga 

Ombudsman Republik 

Indonesia. Dalam pasal 

tersebut belum 

diatur/disebutkan perihal tugas 

lembaga Ombudsman untuk 

melaksanakan proses 

penyelesaian aduan 

masyarakat melalui metode 

mediasi khususnya mediasi 

propartif. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan rekonstruksi 

terhadap Pasal 7 tersebut 

dengan menambahkan 

nomenklatur "Propartif" ke 

dalam UU agar Ombudsman 
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kerja sama dengan 

lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan 

lainnya serta lembaga 

kemasyarakatan dan 

perseorangan; 

f. membangun jaringan kerja; 

g. melakukan upaya 

pencegahan 

Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan publik; dan 

h. melakukan tugas lain yang 

diberikan oleh undang-

undang. 

kerja sama dengan lembaga 

negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta 

lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan; 

f. membangun jaringan kerja; 

g. melakukan upaya pencegahan 

Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik;  

h. Melakukan penyelesaian 

laporan melalui mediasi 

Propartif (Progresif-

Partisipatif) dan konsiliasi 

dalam rangka pemulihan 

hak masyarakat atas 

pelayanan publik. 

i. melakukan tugas lain yang 

diberikan oleh undang-

undang. 

mencegah terjadinya 

pengabaian hak rakyat; 

d. melakukan upaya 

pencegahan maladministrasi 

dan penyalahgunaan 

wewenang melalui 

pendidikan etika birokrasi 

berbasis nilai moral dan 

keagamaan; 

e. memberikan rekomendasi 

yang mengikat secara etis 

dan administratif kepada 

instansi terkait untuk 

memastikan pemulihan hak 

masyarakat yang terdampak 

(islah); 

f. melakukan koordinasi dan 

kerja sama dengan lembaga 

negara, organisasi 

masyarakat, dan tokoh agama 

untuk membangun ekosistem 

pelayanan publik yang 

berorientasi pada 

kemaslahatan umum 

memiliki dasar hukum yang 

spesifik (bukan sekadar 

peraturan internal) untuk 

bertindak aktif sebagai 

mediator yang progresif. 

- Melakukan rekonstruksi Pasal 

7 UU No. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik 

Indonesia ke dalam kerangka 

hukum Islam berarti 

menyelaraskan tugas dan 

wewenang lembaga pengawas 

tersebut dengan prinsip 

Wilayah al-Mazhalim 

(Lembaga Penanganan 

Kezaliman). 

- Dalam sejarah Islam, Wilayah 

al-Mazhalim berfungsi sebagai 

lembaga yang menerima 

pengaduan rakyat atas 

tindakan semena-mena dari 

pejabat negara atau penguasa. 

- Dalam hukum positif, 

fokusnya adalah prosedur. 



 
 

 

405 

 

(maslahah mursalah). 

g. Melakukan penyelesaian 

laporan melalui mediasi 

Propartif (Progresif-

Partisipatif) dan konsiliasi 

dalam rangka pemulihan hak 

masyarakat atas pelayanan 

publik. 

Dalam Syariah, fokusnya 

adalah keadilan ('Adalah). 

Istilah Zhulm (kedzaliman) 

mencakup pelanggaran hak 

yang mungkin secara 

prosedural benar namun secara 

esensial merugikan rakyat; 

- Penekanan pada Al-Tafaqqud 

yaitu menambahkan kewajiban 

proaktif (jemput bola) yang 

diinspirasi dari tradisi 

Khulafaur Rasyidin yang tidak 

hanya menunggu keluhan, 

tetapi aktif memantau kondisi 

rakyat di lapangan. 

- Penekanan pada Al-Tafaqqud 

dengan menambahkan 

kewajiban proaktif (jemput 

bola) yang diinspirasi dari 

tradisi Khulafaur Rasyidin 

yang tidak hanya menunggu 

keluhan, tetapi aktif memantau 

kondisi rakyat di lapangan. 
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2 Pasal 8 ayat (1) tentang 

Wewenang Ombudsman: 

Dalam menjalankan fungsi 

dan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 dan 

Pasal 7, Ombudsman 

berwenang: 

a. meminta keterangan secara 

lisan dan/atau tertulis dari 

Pelapor, Terlapor, atau 

pihak lain yang terkait 

mengenai Laporan yang 

disampaikan kepada 

Ombudsman; 

b. memeriksa keputusan, 

surat-menyurat, atau 

dokumen lain yang ada 

pada Pelapor ataupun 

Terlapor untuk 

mendapatkan kebenaran 

suatu Laporan; 

c. meminta klarifikasi 

dan/atau salinan atau 

fotokopi dokumen yang 

Pasal 8 ayat (1): 

Dalam menjalankan fungsi dan 

tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7, 

Ombudsman berwenang: 

a. meminta keterangan secara 

lisan dan/atau tertulis dari 

Pelapor, Terlapor, atau pihak 

lain yang terkait mengenai 

Laporan yang disampaikan 

kepada Ombudsman; 

b. memeriksa keputusan, surat-

menyurat, atau dokumen lain 

yang ada pada Pelapor ataupun 

Terlapor untuk mendapatkan 

kebenaran suatu Laporan; 

c. meminta klarifikasi dan/atau 

salinan atau fotokopi dokumen 

yang diperlukan dari instansi 

mana pun untuk pemeriksaan 

Laporan dari instansi Terlapor; 

d. melakukan pemanggilan 

terhadap Pelapor, Terlapor, 

dan pihak lain yang terkait 

Pasal 8 ayat (1): 

Dalam menjalankan fungsi dan 

tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7, 

Ombudsman berwenang: 

a. Meminta keterangan secara 

lisan dan/atau tertulis serta 

mewajibkan sumpah dari 

Pelapor, Terlapor, atau pihak 

lain untuk menjamin validitas 

informasi (Tabayyun) dan 

kejujuran mutlak; 

b. Memeriksa dan menyegel 

sementara keputusan, surat-

menyurat, atau dokumen lain 

guna memastikan keutuhan 

bukti dan mencegah 

penghilangan fakta 

kedzaliman (Hifdzul 

Maqāşid); 

c. Meminta klarifikasi dan 

dokumen dari instansi mana 

pun dengan prinsip tanpa 

hambatan kerahasiaan 

Pada Pasal 8 ayat (1) UU 

Ombudsman diatur perihal 

wewenang Ombudsman 

Republik Indonesia. Dalam pasal 

tersebut menurut peneliti belum 

mencakup aturan mengenai 

mediasi propartif. Oleh sebab itu 

peneliti melakukan usulan 

rekonstruksi dengan 

menambahkan poin huruf g pada 

Pasal 8 ayat (1) yang mengatur 

tentang mediasi propartif. Hal 

ini dilakukan memberikan rasa 

aman bagi penyelenggara negara 

(pejabat) agar tidak takut 

dituduh menyalahgunakan 

wewenang saat mengambil 

keputusan inovatif dalam ruang 

mediasi. 
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diperlukan dari instansi 

mana pun untuk 

pemeriksaan Laporan dari 

instansi Terlapor; 

d. melakukan pemanggilan 

terhadap Pelapor, Terlapor, 

dan pihak lain yang terkait 

dengan Laporan; 

e. menyelesaikan laporan 

melalui mediasi dan 

konsiliasi atas permintaan 

para pihak; 

f. membuat Rekomendasi 

mengenai penyelesaian 

Laporan, termasuk 

Rekomendasi untuk 

membayar ganti rugi 

dan/atau rehabilitasi 

kepada pihak yang 

dirugikan; 

g. demi kepentingan umum 

mengumumkan hasil 

temuan, kesimpulan, dan 

Rekomendasi. 

dengan Laporan; 

e. menyelesaikan laporan 

melalui mediasi dan konsiliasi 

atas permintaan para pihak; 

f. membuat Rekomendasi 

mengenai penyelesaian 

Laporan, termasuk 

Rekomendasi untuk membayar 

ganti rugi dan/atau rehabilitasi 

kepada pihak yang dirugikan; 

g. Memfasilitasi mediasi 

Propartif guna 

menghasilkan kesepakatan 

yang adil, cepat, dan 

berkepastian hukum, serta 

memberikan jaminan 

perlindungan hukum bagi 

para pihak yang bersepakat 

selama tidak bertentangan 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

h. demi kepentingan umum 

mengumumkan hasil temuan, 

kesimpulan, dan 

jabatan jika menyangkut hak-

hak rakyat yang terdzalimi; 

d. Melakukan pemanggilan 

terhadap pihak terkait, dan 

dalam hal ketidakhadiran 

tanpa alasan sah, berwenang 

melakukan pemanggilan 

paksa melalui koordinasi 

dengan aparat penegak 

hukum; 

e. Menyelesaikan laporan 

melalui Islah (mediasi dan 

konsiliasi) yang berlandaskan 

keadilan, tanpa mengurangi 

hak-hak dasar Pelapor; 

f. Menetapkan Keputusan yang 

Mengikat (Al-Ilzam) 

mengenai penyelesaian 

Laporan, termasuk perintah 

wajib untuk membayar ganti 

rugi (Tawidh) dan/atau 

rehabilitasi yang harus 

dilaksanakan dalam waktu 

yang ditentukan; 
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Rekomendasi. g. Melakukan Tashir 

(pengumuman publik secara 

luas) terhadap hasil temuan 

dan identitas pejabat yang 

tidak menjalankan putusan 

Ombudsman sebagai bentuk 

sanksi moral dan transparansi 

kepada umat. 

 

3 - Penambahan pasal baru yaitu: 

Pasal 36A Tentang  Kekuatan 

Eksekutorial: 

(1) Kesepakatan yang dihasilkan 

melalui mediasi Propartif 

dituangkan dalam Akta 

Kesepakatan Mediasi. 

(2) Akta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bersifat final 

dan mengikat bagi para pihak. 

(3) Dalam hal salah satu pihak 

tidak melaksanakan 

kesepakatan, pihak yang 

dirugikan dapat mengajukan 

permohonan eksekusi kepada 

Pengadilan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Penambahan pasal baru yaitu 

Pasal 36 A dalam perspektif 

Syariah: 

(1) Setiap Atasan Terlapor atau 

Pejabat Terkait wajib 

melaksanakan Rekomendasi 

Ombudsman sebagai bentuk 

pemenuhan amanah 

kepemimpinan dan 

tanggung jawab publik. 

(2) Pengabaian terhadap 

Rekomendasi Ombudsman 

dikategorikan sebagai 

tindakan kedzaliman 

administratif yang 

Rekonstruksi selanjutnya yang 

dapat peneliti usulkan adalah 

penambahan pasal baru yang 

menjadi bagian dari Pasal 36 UU 

Ombudsman yaitu Pasal 36 A. 

Pada pasal ini peneliti 

mengusulkan menambahkan 

pasal tentang kekuatan 

eksekutorial dari mediasi 

propartif. Pasal ini mengadopsi 

prinsip Executorial Title agar 

hasil mediasi Ombudsman 

memiliki daya paksa yang sama 

dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 
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berimplikasi pada sanksi 

administratif berat, 

pencopotan jabatan, hingga 

kewajiban membayar ganti 

rugi (Tawidh) kepada pihak 

yang dirugikan. 

(3) Dalam hal Rekomendasi 

tidak dilaksanakan dalam 

jangka waktu 60 (enam 

puluh) hari, Ombudsman 

berwenang mengajukan 

penetapan eksekusi kepada 

Pengadilan atau melakukan 

Tashir (pengumuman 

terbuka secara masif) 

mengenai pembangkangan 

amanah yang dilakukan 

oleh pejabat yang 

bersangkutan sebagai sanksi 

moral kepada publik. 

4 Pasal 39 UU Ombudsman: 

Terlapor dan atasan Terlapor 

yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud 

Pasal 39 ayat (1):  

"Terlapor dan atasan Terlapor 

wajib melaksanakan kesepakatan 

mediasi Propartif dan/atau 

Pasal 39: 

(1)Terlapor dan atasan Terlapor 

yang mengabaikan atau 

melanggar kewajiban 

Pada Pasal 39 UU Ombudsman 

sebelum direkonstruksi, secara 

substantif Sanksi hanya 

ditujukan bagi pengabaian 



 
 

 

410 

 

dalam Pasal 38 ayat (1), ayat 

(2), atau ayat (4) dikenai 

sanksi administrasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Rekomendasi Ombudsman." 

Pasal 39 ayat (2):  

"Pejabat yang tidak 

melaksanakan kesepakatan 

mediasi Propartif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai 

sanksi administrasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang 

administrasi pemerintahan." 

 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38, dikenai 

sanksi administrasi berat 

berupa pencopotan dari 

jabatan karena telah 

kehilangan sifat Amanah dan 

'Adalah (integritas) sebagai 

pemimpin. 

(2)Selain sanksi administrasi, 

Terlapor wajib memberikan 

Tawidh (ganti rugi materiil) 

dan/atau Rehabilitasi 

(pemulihan nama baik) 

secara langsung kepada 

korban kedzaliman sebagai 

bentuk pertanggungjawaban 

mutlak atas kerugian yang 

ditimbulkan. 

(3)Ombudsman berwenang 

menjatuhkan sanksi Tashir 

(publikasi pelanggaran secara 

luas) kepada Terlapor dan 

atasan Terlapor sebagai 

sanksi moral agar menjadi 

Rekomendasi formal.Hal ini 

menurut peneliti belum 

mencakup mengenai penerapan 

mediasi propartif karena tidak 

ada sanksi maka potensi terjadi 

pelanggaran cukup besar. Oleh 

sebab itu peneliti mengusulkan 

dilakukan rekonstruksi pada 

pasal ini dengan menyamakan 

derajat pelanggaran mediasi 

dengan pelanggaran 

Rekomendasi. 
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pelajaran (Ibrah) bagi publik 

dan pejabat lainnya. 

(4)Pemberian sanksi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan (2) tidak 

menghapuskan tuntutan 

pidana jika ditemukan unsur 

penyalahgunaan wewenang 

yang merugikan keuangan 

negara atau hak asasi 

manusia. 

Sumber: Merupakan gagasan dan usulan draf normatif dari peneliti yang didasarkan pada data faktual keluhan di 

Ombudsman (pendekatan bottom-up). Tabel ini menyajikan perbandingan teks "Pasal Sebelum Rekonstruksi" dan "Pasal 

Setelah Rekonstruksi", dilengkapi dengan landasan pemikirannya menurut perspektif Syariah (mengadopsi Maqāşid 

Syariah, perlindungan hak, dan kepastian eksekusi). 
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Tabel 5.3 

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

 

NO PASAL SEBELUM 

REKONSTRUKSI 

PASAL SETELAH 

REKONSTRUKSI 

REKONSTRUKSI 

PERSPEKTIF SYARIAH 

KETERANGAN 

1 Pasal 48: 

(1) Dalam memeriksa materi 

pengaduan, penyelenggara 

wajib berpedoman pada 

prinsip independen, 

nondiskriminasi, tidak 

memihak, dan tidak 

memungut biaya. 

(2) Penyelenggara wajib 

menerima dan merespons 

pengaduan.  

(3) Dalam hal pengadu 

keberatan dipertemukan 

dengan pihak teradu karena 

alasan tertentu yang dapat 

mengancam atau 

merugikan kepentingan 

pengadu, dengar pendapat 

dapat dilakukan secara 

Pasal 48: 

(1) Dalam memeriksa materi 

pengaduan, penyelenggara 

wajib berpedoman pada 

prinsip independen, 

nondiskriminasi, tidak 

memihak, dan tidak 

memungut biaya. 

(2) Penyelenggara wajib 

menerima dan merespons 

pengaduan.  

(3) Penyelesaian pengaduan 

oleh Ombudsman 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) 

mengutamakan pendekatan 

Mediasi Propartif guna 

mencapai pemulihan hak 

masyarakat secara cepat, 

Pasal 48: 

(1)Dalam memeriksa materi 

pengaduan, penyelenggara 

wajib berpedoman pada 

prinsip Ihsan 

(profesionalisme yang 

melayani), independen, 

nondiskriminasi, tidak 

memihak, tidak memungut 

biaya, serta menjunjung 

tinggi nilai Tabayyun 

(klarifikasi yang mendalam 

dan jujur). 

(2)Penyelenggara wajib 

menerima, merespons, dan 

menyelesaikan pengaduan 

secara tepat waktu sebagai 

bentuk pemenuhan Amanah 

kepemimpinan; pengabaian 

Peneliti mengusulkan 

rekonstruksi terhadap 

Pasal 48 UU 

Ombudsman dengan 

menambahkan satu ayat 

dalam pasal tersebut 

terkait dengan model 

mediasi propartif. Hal 

ini disebabkan 

sebelumnya Pasal 48 

hanya menyebutkan 

penyelesaian pengaduan 

oleh Ombudsman 

dilakukan sesuai dengan 

UU Ombudsman tanpa 

menyebutkan metode 

spesifik.Oleh sebab itu 

dilakukan penetapan 

Mediasi Propartif 



 
 

 

413 

 

terpisah. 

(4) Dalam hal pengadu 

menuntut ganti rugi, pihak 

pengadu menguraikan 

kerugian yang ditimbulkan 

akibat pelayanan yang 

tidak sesuai dengan standar 

pelayanan. 

tepat, dan berkeadilan. 

(4) Dalam hal pengadu 

keberatan dipertemukan 

dengan pihak teradu karena 

alasan tertentu yang dapat 

mengancam atau merugikan 

kepentingan pengadu, dengar 

pendapat dapat dilakukan 

secara terpisah. 

(5) Dalam hal pengadu menuntut 

ganti rugi, pihak pengadu 

menguraikan kerugian yang 

ditimbulkan akibat pelayanan 

yang tidak sesuai dengan 

standar pelayanan. 

terhadap pengaduan 

dikategorikan sebagai bentuk 

kedzaliman administratif. 

(3)Dalam hal pengadu keberatan 

dipertemukan dengan pihak 

teradu karena alasan 

keamanan atau potensi 

intimidasi, penyelenggara 

wajib menjamin 

Perlindungan Saksi dan 

Korban (Hifdzun Nafs) 

dengan melakukan dengar 

pendapat secara terpisah atau 

melalui sistem anonim yang 

terjaga kerahasiaannya. 

(4) Dalam hal pengadu menuntut 

ganti rugi, pihak pengadu 

menguraikan kerugian yang 

ditimbulkan, dan 

penyelenggara wajib 

menetapkan skema Tawidh 

(ganti rugi yang adil) secara 

cepat dan tanpa birokrasi 

yang rumit demi 

sebagai standard 

operating procedure 

(SOP) utama (bukan 

sekadar alternatif) dalam 

UU Pelayanan Publik, 

sehingga penyelenggara 

layanan wajib siap 

menempuh jalur ini. 
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menghilangkan 

kemudharatan (Ad-Darar 

Yuzal). 

2 Pasal 50 UU Pelayanan 

publik 

Pasal ini terdiri dari 9 ayat di 

mana pasal tersebut fokus 

pada kewajiban mematuhi 

putusan/rekomendasi. Hal ini 

dirasa oleh peneliti belum 

mengakomodir terkait 

dengan model mediasi 

propartif. 

Pasal 50 ayat (4)-- Ayat baru: 

Penyelenggara wajib menunjuk 

pejabat yang memiliki 

kewenangan pengambilan 

keputusan untuk hadir dan 

bertindak atas nama instansi 

dalam proses Mediasi Propartif 

yang diselenggarakan oleh 

Ombudsman. 

Pasal 50: 

1) Penyelenggara dan/atau 

pelaksana yang melakukan 

pelanggaran standar 

pelayanan yang 

mengakibatkan kerugian 

materiil dan/atau immateriil 

bagi masyarakat wajib 

memberikan Ganti Rugi 

(Tawidh) secara penuh dan 

adil sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas 

kedzaliman administratif. 

2) Besaran ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung berdasarkan 

kerugian nyata yang dialami, 

termasuk hilangnya potensi 

manfaat yang seharusnya 

didapatkan (Loss of 

Opportunity) demi 

Rekonstruksi 

selanjutnya adalah 

menambahkan ayat baru 

pada Pasal 50 UU 

Pelayanan Publik. Hal 

ini dimaksudkan untuk 

mengakomodir aturan 

mengenai mediasi 

propartif dalam undang-

undang ini. Tujuannya 

adalah mengatasi 

kelemahan klasik di 

mana instansi hanya 

mengirim staf yang tidak 

bisa mengambil 

keputusan. Dengan 

adanya norma ini di 

tingkat UU, 

ketidakhadiran pejabat 

pengambil keputusan 

dapat dikategorikan 
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menegakkan prinsip La 

Dharara wala Dhirara (tidak 

boleh ada bahaya dan tidak 

boleh membahayakan orang 

lain). 

3) Pemberian ganti rugi wajib 

diselesaikan dalam jangka 

waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja sejak 

putusan ditetapkan; 

penundaan yang disengaja 

tanpa alasan syar'i 

merupakan tindakan Ghashab 

(merampas hak orang lain) 

yang dapat dikenai sanksi 

tambahan. 

4) Dalam hal ganti rugi berupa 

uang tidak dapat 

menghapuskan kerugian, 

penyelenggara wajib 

melakukan Rehabilitasi atau 

pemulihan hak dalam bentuk 

lain yang disepakati bersama 

berdasarkan prinsip 

sebagai pelanggaran 

kewajiban pelayanan 

publik. 
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Antaradin (keridaan kedua 

belah pihak). 

5) Dana ganti rugi bersumber 

dari anggaran instansi terkait 

dan/atau tanggung jawab 

pribadi pejabat yang terbukti 

melakukan kesengajaan atau 

kelalaian berat dalam 

menjalankan amanahnya. 

3 - Pasal 50 A -- Pasal baru 

Kesepakatan yang diambil oleh 

Penyelenggara dalam Mediasi 

Propartif merupakan bentuk 

diskresi administratif yang sah 

dan tidak dapat dikategorikan 

sebagai penyalahgunaan 

wewenang sepanjang dilakukan 

untuk pemulihan hak masyarakat 

dan tidak merugikan keuangan 

negara secara melawan hukum. 

- Untuk mendorong sifat 

"Progresif" dari mediasi 

ini, pejabat perlu 

perlindungan saat 

memberikan solusi yang 

tidak kaku. Hal ini 

bertujuan memberikan 

legitimasi bagi "Win-

Win Solution". Tanpa 

pasal ini, pejabat 

seringkali takut 

memberikan kompensasi 

atau solusi khusus 

karena khawatir 

dianggap melanggar 
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prosedur anggaran. 

4 Pasal 52: 

(1) Dalam hal penyelenggara 

melakukan perbuatan 

melawan hukum dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini, 

masyarakat dapat 

mengajukan gugatan 

terhadap penyelenggara ke 

pengadilan. 

(2) Pengajuan gugatan 

terhadap penyelenggara 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak 

menghapus kewajiban 

penyelenggara untuk 

melaksanakan keputusan 

Ombudsman dan/atau 

penyelenggara. 

(3) Pengajuan gugatan 

sebagaimana dimaksud 

Pasal 52: 

(1) Penyelenggara atau 

pelaksana yang tidak 

melaksanakan isi Akta 

Kesepakatan Mediasi 

Propartif dalam jangka 

waktu yang ditentukan, 

dikenai sanksi 

administratif mulai dari 

teguran tertulis hingga 

pemberhentian tetap. 

(2) Dalam hal penyelenggara 

melakukan perbuatan 

melawan hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini, 

masyarakat dapat 

mengajukan gugatan 

terhadap penyelenggara ke 

pengadilan. 

(3) Pengajuan gugatan terhadap 

penyelenggara sebagaimana 

Pasal 52: 

1) Penyelenggara atau 

pelaksana yang terbukti 

melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan standar 

pelayanan publik dikenai 

sanksi berdasarkan tingkat 

kedzaliman yang dilakukan, 

mulai dari sanksi 

administratif, sanksi moral, 

hingga sanksi finansial. 

2) Sanksi administratif berupa 

teguran tertulis dan 

penundaan kenaikan pangkat 

diterapkan bagi pelanggaran 

yang bersifat teknis-

administratif tanpa unsur 

kesengajaan. 

3) Sanksi Pemberhentian Tetap 

dan pencabutan hak 

memegang jabatan publik 

wajib dijatuhkan kepada 

pejabat yang terbukti 

Pada rekonstruksi ini 

dilakukan penambahan 

ayat pada Pasal 52. Hal 

ini disebabkan pada 

pasal tersebut sebelum 

rekonstruksi sanksi 

hanya ditujukan bagi 

yang tidak 

melaksanakan 

rekomendasi atau 

putusan 

pengadilan.Rekonstruksi 

dilakukan untuk 

Menyamakan derajat 

kesepakatan mediasi 

dengan perintah undang-

undang. Hal ini 

memberikan daya paksa 

(force) agar birokrasi 

tidak menyepelekan 

hasil mediasi yang telah 

disepakati bersama. 
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pada ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

dimaksud pada ayat (1) 

tidak menghapus kewajiban 

penyelenggara untuk 

melaksanakan keputusan 

Ombudsman dan/atau 

penyelenggara 

(4) Pengajuan gugatan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan. 

melakukan pelanggaran 

dengan sengaja, 

menyalahgunakan wewenang 

untuk kepentingan pribadi, 

atau melakukan pungutan 

liar, karena yang 

bersangkutan telah 

kehilangan sifat Amanah dan 

Fathonah. 

4) Pejabat yang melakukan 

pelanggaran wajib dikenai 

sanksi Tashir (publikasi 

pelanggaran secara luas 

kepada masyarakat) guna 

memberikan efek jera (Ibrah) 

dan sebagai bentuk 

transparansi 

pertanggungjawaban kepada 

umat. 

5) Selain sanksi pada ayat (3), 

pelaku wajib membayar 

denda atau ganti rugi 

(Dhaman) kepada negara 

atau masyarakat yang 
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dirugikan sebagai bentuk 

penebusan (Kaffarah) atas 

kerugian sosial yang 

ditimbulkan. 

6) Pelaksanaan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat 

(5) tidak menghapuskan 

tanggung jawab hukum di 

akhirat, sehingga setiap 

proses penjatuhan sanksi 

harus didorong pada 

semangat pertobatan 

(Taubah) dan perbaikan diri 

(Islah). 

Sumber: Merupakan gagasan dan usulan draf normatif dari peneliti yang didasarkan pada data faktual keluhan di 

Ombudsman (pendekatan bottom-up). Tabel ini menyajikan perbandingan teks "Pasal Sebelum Rekonstruksi" dan "Pasal 

Setelah Rekonstruksi", dilengkapi dengan landasan pemikirannya menurut perspektif Syariah (mengadopsi Maqāşid 

Syariah, perlindungan hak, dan kepastian eksekusi). 
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Rekonstruksi tersebut mengubah kedudukan mediasi Propartif dari 

sekadar "fasilitasi komunikasi" menjadi "mekanisme penyelesaian sengketa 

administratif yang bersifat memaksa". Dengan masuknya norma ini ke dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman tidak lagi hanya 

menjadi "penyambung lidah", tetapi menjadi lembaga yang mampu 

memberikan kepastian hukum secara nyata bagi masyarakat. Selain itu 

rekonstruksi UU Pelayanan Publik ini akan menciptakan ekosistem di mana 

birokrasi tidak lagi defensif, melainkan kooperatif. Dengan menempatkan 

Propartif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah mengubah 

mentalitas pelayanan publik dari sekadar "menjalankan aturan" menjadi 

"menyelesaikan masalah warga". 

Rekonstruksi terhadap kedua undang-undang tersebut merupakan suatu 

usulan yang diberikan oleh peneliti dengan mengadopsi model penyelesaian 

permasalahan yang dilakukan oleh Ombudsman Belanda dan Ombudsman 

Filipina. Ombudsman Belanda merupakan Ombudsman yang 

mengedepankan prinsip mediasi dalam menyelesaikan permasalahan dan 

model ini juga telah diadopsi oleh Indonesia dengan menghadirkan model 

mediasi propartif. Peneliti juga berpendapat perlunya mengadopsi beberapa 

hal yang diterapkan oleh Ombudsman Filipina terutama terkait dengan 

ketegasan Omudsman Filipina dalam memberikan sanksi kepada pihak yang 

melanggar aturan. Hal ini penting untuk diterapkan di Indonesia supaya 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Indonesia tidak hanya 
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sekedar rekomendasi tanpa sanksi namun harus diberikan langkah tegas agar 

rekomendasi tersebut dapat memberikan efek jera. 

B. Rekonsepsi Model Mediasi Propartif Ombudsman Republik Indonesia 

dalam Mencapai Nilai-Nilai Hukum Islam 

Pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien menjadi tuntutan 

masyarakat di instansi pemerintah saat ini. Undang-undang Pelayanan Publik 

menjadi salah satu acuan dan standar dalam pemberian pelayanan publik, 

termasuk di dalamnya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataupun 

Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditetapkan masing-masing 

lembaga. Hampir setiap tahun pemerintah pun melaksanakan berbagai lomba 

terkait pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi. Meskipun demikian, 

masih jarang terdengar adanya pegawai yang dihukum atau diberikan sanksi 

karena memberikan pelayanan publik yang buruk dan tidak berkualitas. 

Padahal seharusnya dengan adanya berbagai aturan tentang pelayanan publik 

maka masyarakat mendapatkan jaminan akan memperoleh layanan yang 

berkualitas (efektif) serta hemat waktu, tenaga, dan biaya (efisien). 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik yang mengatur bahwa pengawas pelayanan publik terbagi menjadi 2 

yaitu pengawas internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan 

pengawasan atau penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dapat dilakukan oleh 

pengawas internal, khususnya oleh atasan langsung adalah dengan melakukan 
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evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Pengawasan 

internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan 

oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan atau penyelenggaraan 

pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat, Ombudsman, DPR RI, DPRD 

Provinsi dan DPRK (Kabupaten/Kota). Baik itu berupa laporan atau 

pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta 

pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan pengawasan oleh DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRK 

(Kabupaten/Kota). Fungsi dari pengawas eksternal ini menjadi penting untuk 

saling bersinergi, sehingga diharapkan penyelenggara pelayanan publik 

bergerak cepat melakukan berbagai upaya perbaikan dari setiap rekomendasi 

yang diberikan oleh pengawas eksternal tersebut. 

Salah satu lembaga negara dari pengawas eksternal pelayanan publik 

yang sebenarnya dapat dipergunakan oleh pengguna pelayanan publik jika 

terjadi kasus maladministrasi yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 

Ombudsman merupakan Lembaga negara independen yang mengawasi dan 

mengatasi kasus maladministrasi di pelayanan publik. Dalam UU No. 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa hal yang 

menjadi objek Pengawasan Lembaga Ombudsman sangat dipertegas dan 

secara terperinci disebutkan yakni berupa perbuatan melawan Hukum, 

melampui batas wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari 
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tujuan wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian kewajiban Hukum 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian 

materiil dan immateriil terhadap masyarakat atau orang perseorangan maka 

itu disebut dengan Maladministrasi. 

Sebagian masyarakat nampaknya belum paham dengan kewenangan, 

fungsi dan tugas dari Ombudsman RI. Dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa Ombudsman adalah 

lembaganegara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta 

badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu yang sebagian ataupun seluruh dananya bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Satu hal yang cukup menarik adalah bunyi dari Pasal 10 dalam UU No. 

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa “Dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat 

ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia sebagai 

lembaga pengawasan pelayanan publik diberi ruang gerak yang sangat besar 
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dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa takut terjadi 

kriminalisasi. 

Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia mengatur bentuk perintah yang dibuat untuk mengawasi dan 

menindaklanjuti perbuatan maladministrasi, yang perbuatannya merugikan 

negara dan masyarakat, serta berdampak negatif terhadap cita-cita Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang berkeinginan memperoleh sistem 

pemerintahan yang lebih baik dan benar. 

Dalam sistem Ketatanegaraan Islam yang juga disebut dengan istilah 

fiqh siyasah menegaskan bahwa larangan adanya diskriminasi serta 

menghambat orang lain dalam suatu urusan (maladministrasi) dimata hukum, 

yang artinya manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan 

dari segi status sosialnya setiap individu, maka dari itu perlu adanya 

pengawasan di antar lembaga.Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 

dan tidak terjadi kezaliman antara masyarakat dengan pemerintah maka perlu 

ada lembaga pengawas untuk bertugas sebagai lembaga pengawasan 

sebagaimana dalam ketentuan ini telah diatur oleh Allah SWT dalam QS. Ali-

Imran ayat 104 sebagai berikut: 

ئكَِ هُمُ 
َٰٓ ةٌ يَدْعُونَ إِ لَى ٱلْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأوُ۟لَ  نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن م ِ

 ٱلْمُفْلِحُونَ 
 

104. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” 
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Dalam kajian fiqh siyasah keberadaan lembaga pengawas ini sangat 

penting. Oleh karenanya, dalam Islam ada lembaga yang bertugas dalam 

melaksanakan amar ma’ruf nahy munkar atau dengan istilah lain melayani 

pengaduan masyarakat, yang mana masyarakat merasa kecewa dengan 

pelayanan pemerintah dan haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi, 

lembaga ini dikenal dengan sebutan hisbah. Menurut al-Mawardi Al-hisbah 

merupakan suatu perintah terhadap kebaikan (ma’ruf) bila terjadi 

penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kebaikan 

(ma’ruf) yang dimaksud yaitu segala perkataan, perbuatan, atau niat yang 

baik yang diperintahkan oleh syariat. Sedangkan perbuatan mungkar 

merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau niat buruk yang dilarang oleh 

syariat. 

Ombudsman Republik Indonesia secara kelembagaan memiliki 

kesamaan dengan Wilayat al-mazalim dan Wilayat al-hisbah yaitu sebagai 

lembaga peradilan yang membedakan hanya saja lembaga Ombudsman 

adalah lembaga independen yang ada di Indonesia sedangkan Wilayat al-

hisbah dan Wilayat almuzalim adalah lembaga peradilan dalam Hukum 

Islam. Berdasarkan kewenangannya, mekanisme kerja Ombudsman dan 

Wilayat al-muzalim memiliki kewenangan yang sama. 

Ombudsman akan melakukan tugasnya apabila menerima laporan atau 

aduan dari masyarakat, kemudian melakukan investigasi terhadap lembaga 

pelayanan publik yang melakukan maladministrasi. Apabila terbukti terjadi 

maladminisrasi terhadap lembaga yang bersangkutan maka Ombudsman akan 
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mengeluarkan rekomendasi, berdasarkan apa yang diperintahkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Keterkaitan antara Ombudsman dengan Islam tidak hanya berkaitan 

dengan lembaganya saja namun juga terkait dengan model mediasi propartif 

yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.  Mediasi propartif 

(progresif-partisipatif) di Ombudsman RI adalah pendekatan penyelesaian 

sengketa pelayanan publik berbasis musyawarah, dialog, dan kolaborasi 

untuk mencapai solusi bersama (win-win solution). Metode ini sejalan dengan 

prinsip Islam islah (perdamaian) dan ta’awun (tolong-menolong), 

mengutamakan keadilan, kecepatan, dan pendekatan humanis. 

Pendekatan propartif mengutamakan musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan (shulhu), yang merupakan inti dari penyelesaian sengketa dalam 

Islam. Tujuannya adalah menciptakan kedamaian dan menyelesaikan konflik 

secara kekeluargaan. Mediasi ini memastikan para pihak (pelapor dan 

terlapor) memiliki kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan 

aspirasinya, menciptakan pelayanan publik yang adil dan manusiawi. Metode 

ini mendorong penyelesaian informal dan kolaboratif, yang mencerminkan 

semangat aktif dalam memperbaiki kesalahan (amar ma'ruf nahi munkar) dan 

mewujudkan kemaslahatan umat. 

Fokus pada hasil yang tertulis, substantif, konkret, dan terukur, sejalan 

dengan prinsip efisiensi dan tanggung jawab dalam Islam. Di beberapa 

daerah, propartif diintegrasikan dengan nilai budaya lokal, seperti "adat 

badamai" di Banjar, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian 
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sengketa. Adat Badamai sendiri merupakan bagian dari living law434 Adat ini 

berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya dalam budaya Banjar, Badamai 

bukan hanya sekadar kata "damai", melainkan sebuah institusi sosial yang 

mendalam. Ketika disandingkan dengan Mediasi Propartif, dapat dilihat 

harmonisasi antara kearifan lokal dan sistem hukum modern.435 

Adat Badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang 

lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat Badamai dilakukan dalam 

rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan 

sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah 

merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan 

persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi 

perselisihan maka warga cenderung menyelesaikan pertikaian dengan cara 

badamai, karena diakui jauh lebih efektif dalam menyelesaikan pertikaian 

atau sengketa.436 

Nilai-nilai adat Banjar seperti “adat badamai”, dan “baislah”, memiliki 

keselarasan dengan prinsip-prinsip mediasi peradilan, seperti nilai keislaman, 

nilai keadilan, nilai musyawarah, dan nilai kerahasiaan. Nilai-nilai tersebut 

                                                           
434 Living Law adalah konsep yang memandang bahwa hukum tidak terbatas pada aturan-

aturan yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books), melainkan mencakup aturan-

aturan yang benar-benar dipraktikkan, diyakini, dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari (law in action). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog hukum asal 

Austria, Eugen Ehrlich, melalui karyanya Fundamental Principles of the Sociology of Law. 
435 Sulaiman Tripa, Peradilan Gampong (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 53. 
436 Munisah,  Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan 

Pada Masyarakat Banjar. (Disertasi, Pascasarjana, 2024), hlm. 300. 
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berperan penting dalam membentuk keseimbangan hukum dalam masyarakat 

dan memperkuat pelaksanaan mediasi.437 

Dalam adat Badamai, tujuan utamanya adalah mambujuki hati 

(membujuk hati) agar pihak yang bertikai tidak lagi menyimpan dendam, hal 

ini diadopsi dalam mediasi propartif dengan menempatkan para pihak sebagai 

subjek utama yang aktif mencari solusi, bukan objek yang hanya menerima 

putusan hakim. Integrasi Badamai ke dalam Mediasi Propartif membuktikan 

bahwa hukum modern tidak harus menghapus adat. Justru, nilai-nilai lokal 

seperti "bakalah-kalah membuang sengketa" (mengalah untuk membuang 

perselisihan) menjadi hal utama keberhasilan mediasi propartif.438 Oleh sebab 

itu dapat diartikan bahwa pada dasarnya model mediasi propartif yang 

diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

nilai-nilai Islam karena keduanya memiliki keterikatan yang kuat. 

Dalam khazanah hukum Islam, konsep yang paling relevan dengan 

mediasi propartif adalah Islah (perdamaian) yang didasarkan pada Al-

Hujurat: 10: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah (ashlihu) antara kedua saudaramu..." Selain itu model ini 

menuntut partisipasi aktif. Dalam Islam, islah bukan sekadar mendamaikan, 

tetapi memperbaiki keadaan agar ketidakadilan (kezaliman) tidak terulang. 

                                                           
437 Dona Salwa, Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian Studi di 

Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura). (Tesis, Pascasarjana, 2025), hlm. 

214. 
438  Mohlis, Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa 

Pertanahan Melalui Konsep Karakatan pada Masyarakat Tapin. Disertasi, 2025, hlm. 198. 
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Dalam model mediasi propartif yang dilakukan oleh Ombudsman 

Indonesia, terdapat pilar yang menjadi pijakan model mediasi ini dalam 

perspektif Islam. Empat pilar utama tersebut adalah: 

1. Prinsip Al-Adalah (Keadilan Substansial) 

Mediasi propartif bertujuan menembus kebuntuan formalitas hukum. Islam 

memandang keadilan tidak boleh terhambat oleh prosedur birokrasi yang 

kaku. Jika masyarakat dirugikan oleh Maladministrasi, mediasi harus 

mampu mengembalikan hak tersebut secara utuh. 

2. Prinsip Al-Maslahah (Kepentingan Umum) 

Hasil mediasi Ombudsman tidak boleh hanya menguntungkan pelapor 

secara personal, tetapi harus membawa perbaikan sistemik bagi pelayanan 

publik secara luas. sejalan dengan konsep Public Interest (Kepentingan 

Publik) dalam ilmu pemerintahan modern yang menuntut setiap kebijakan 

berorientasi pada kemanfaatan kolektif, bukan kepentingan sektoral. 

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fikih siyasah berikut: 

ة   صْل ح  نوطٌ ب الم  يَّة  م  ع  ل ى الرَّ ام  ع  م  فُ الإ  رُّ  ت ص 

Artinya: Tasharruf al-imam ’ala al-ra’iyyah manũthun bi al-

mashlahah (Tindakan pemimpin/pemerintah terhadap rakyatnya harus 

terikat pada kemaslahatan). 

 

Secara etimologis, kaidah ini tersusun atas beberapa unsur kunci yang 

perlu dibedah lebih mendalam. Kata tasharruf bermakna tindakan, 

kebijakan, atau pengelolaan yang dilakukan secara aktif, bukan sekadar 

sikap pasif membiarkan keadaan. Kata al-imam dalam kajian fikih siyasah 

tidak terbatas pada pemimpin agama semata, melainkan mencakup setiap 
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pemegang otoritas kekuasaan publik (wali al-amr), yang dalam konteks 

penelitian ini dapat direpresentasikan oleh penyelenggara negara maupun 

Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga pengawas yang diberi 

otoritas oleh negara untuk mengawal kepentingan rakyat.  

Kata al-ra’iyyah bermakna rakyat atau masyarakat yang berada di 

bawah pengawasan dan tanggung jawab pemimpin, yang dalam konteks 

Mediasi Propartif dapat disandingkan dengan pelapor (masyarakat 

pengadu) maupun masyarakat luas yang terdampak oleh maladministrasi. 

Adapun kata manuthun berarti tergantung, terikat, atau digantungkan, yang 

menunjukkan adanya hubungan kausalitas mutlak antara keabsahan suatu 

kebijakan dengan terwujudnya kemaslahatan; artinya, apabila suatu 

kebijakan tidak mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat, maka kebijakan 

tersebut kehilangan legitimasinya, betapapun sah secara prosedural formal. 

Kaidah ini, apabila diintegrasikan ke dalam analisis model Mediasi 

Propartif Ombudsman Republik Indonesia, memberikan landasan normatif 

bahwa setiap kebijakan, rekomendasi, maupun kesepakatan yang 

dihasilkan melalui mediasi propartif harus diuji dengan satu pertanyaan 

mendasar: apakah tindakan tersebut benar-benar merepresentasikan 

kemaslahatan bagi rakyat (ra’iyyah) yang menjadi pelapor, ataukah 

semata-mata untuk menyelesaikan beban administratif lembaga secara 

formal? Ombudsman, dalam kapasitasnya sebagai wali al-amr di ranah 

pengawasan pelayanan publik, tidak dapat berlindung di balik kepatuhan 
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prosedural semata apabila hasil mediasi tersebut nyatanya tidak 

mendatangkan kemaslahatan substantif bagi masyarakat.  

Dengan demikian, kaidah tasharruf al-imam ’ala al-ra’iyyah 

manuthun bi al-mashlahah menjadi tolok ukur (mizan) keabsahan setiap 

keputusan dalam mediasi propartif, sekaligus menjadi argumentasi fikih 

siyasah yang mengokohkan model rekonseptualisasi mediasi propartif 

berbasis kemaslahatan (Public Interest) yang diusulkan dalam disertasi ini. 

3. Prinsip Amanah dan Tabligh 

Penyelenggara negara dalam mediasi propartif didorong untuk mengakui 

kesalahan administrasi secara jujur. Dalam Islam, jabatan adalah amanah. 

Mediasi menjadi sarana bagi pejabat untuk melakukan "tobat administratif" 

dengan memperbaiki layanan yang rusak. 

4. Prinsip Musyawarah (Partisipasi) 

Kata "Partisatif" dalam Propartif sangat identik dengansyūrā. Keputusan 

tidak diambil secara sepihak oleh mediator (Ombudsman), melainkan 

dibangun melalui dialog yang setara antara warga negara dan penguasa. 

5. Prinsip Etika Konsensus: Kedudukan Hakam dan Formula Win-Win 

Solution 

Keberhasilan model Mediasi Propartif tidak dapat dilepaskan dari 

kedudukan mediator yang dalam khazanah fikih, disebut sebagai Hakam 

(juru damai). Secara etimologis, kata Hakam memiliki keterkaitan akar 

kata dengan hukumah (pemerintahan, otoritas) dan hikmah 

(kebijaksanaan). Pertautan makna ini menegaskan bahwa seorang Hakam, 



 
 

 

432 

 

dalam hal ini Ombudsman dan jajaran mediatornya, idealnya menghimpun 

dua unsur sekaligus, yaitu kewibawaan kelembagaan (otoritas) untuk 

didengar oleh para pihak, serta kearifan substantif (hikmah) dalam 

mengarahkan penyelesaian sengketa. Kedudukan Hakam yang 

menyatukan otoritas dan kebijaksanaan inilah yang pada akhirnya 

melahirkan islah (perdamaian) yang tulus, bukan sekadar kesepakatan 

yang dipatuhi secara terpaksa. 

Peran Hakam tersebut kemudian bermuara pada terciptanya 

konsensus yang dalam mediasi modern dikenal sebagai win-win solution. 

Prinsip ini berakar pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 29: 

ل   ال كُمْ ب يْن كُمْ ب الْب اط  نوُا لا  ت أكُْلوا أ مْو  ين  آم  ا الّذ  نْكُمْ ي ا أ يُّه  اضٍ م  ةً ع نْ ت ر  ار    إ لاَّ أ ن ت كُون  ت ج 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka (‘an tarādhin) di antara kamu...” 

 

Frasa ‘an tarādhin secara harfiah bermakna “atas dasar kerelaan 

yang saling menyertai” atau saling melapangkan hati, yang menjadi 

fondasi etis bagi setiap transaksi maupun kesepakatan dalam Islam, 

termasuk kesepakatan yang lahir dari proses mediasi. Prinsip ‘an tarādhin 

inilah yang secara substantif menjadi akar teologis dari konsep win-win 

solution dalam mediasi propartif, di mana kesepakatan yang dihasilkan 

bukan lahir dari tekanan atau keterpaksaan salah satu pihak, melainkan 

dari kerelaan (ridha) yang lapang dari kedua belah pihak, baik pelapor 

maupun penyelenggara pelayanan publik. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa kunci 

keberhasilan seorang mediator (Hakam) dalam model Mediasi Propartif 

bertumpu pada formula “3S + Win & Trust”, yaitu Senyum, Salam, dan 

Sapa (sikap ramah, terbuka, dan komunikasi empatik yang mencairkan 

ketegangan serta menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara 

dan dihormati), yang kemudian bermuara pada terciptanya Win (solusi 

yang saling menguntungkan/win-win solution) yang dilandasi Trust 

(kepercayaan/al-amanah) sebagai modal sosial utama dalam mediasi. 

Formula ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi propartif tidak 

semata-mata ditentukan oleh kepiawaian teknis-hukum mediator, 

melainkan juga oleh kemampuannya membangun suasana batin yang 

lapang (tarādhin) sebagai prasyarat lahirnya kesepakatan yang diterima 

secara genuine, bukan sekadar disepakati di atas kertas. 

Dalam bukunya Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 

Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem untuk menganalisis hukum 

Islam. Jasser Auda membagi pendekatan sistem ini ke dalam 6 pilar utama. 

Auda mengkritik pendekatan hukum yang atomistik dan tekstualis, lalu 

menawarkan Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum yang berorientasi pada 

tujuan (purposefulness). 439  Berikut adalah kaitan antara Mediasi Propartif 

dengan enam fitur pendekatan sistem Jasser Auda: 

1. Wholeness (Keutuhan) 

                                                           
439 Jasser Auda, Op.Cit, hlm. 190. 
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Mediasi saat ini sering dianggap sebagai proses terisolasi yang 

berdiri sendiri. Auda menekankan bahwa setiap bagian dalam sistem 

hukum harus dilihat sebagai bagian dari gambaran besar. Mediasi 

Propartif memandang mediasi bukan sebagai akhir dari sengketa, 

melainkan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang lebih luas. 

Mediasi Propartif mengintegrasikan kepentingan individu pelapor dengan 

kepentingan publik dan keberlangsungan birokrasi sebagai satu kesatuan 

yang utuh. 

2. Openness (Keterbukaan) 

Menurut Jasser Auda, sistem yang hidup harus bersifat terbuka 

terhadap lingkungan sekitarnya agar tidak menjadi statis. Mediasi 

Propartif membuka pintu bagi interaksi antara prinsip hukum 

administratif yang kaku dengan realitas lapangan (diskresi). Model ini 

tidak menutup diri pada aturan formal, melainkan secara terbuka 

menyerap nilai-nilai keadilan administratif ke dalam proses mediasi untuk 

merespons kebutuhan masyarakat modern. 

3. Interrelatedness (Saling Keterkaitan) 

Jasser Auda berpendapat bahwa tidak ada masalah yang berdiri 

sendiri, setiap tindakan hukum memiliki hubungan sebab-akibat. Mediasi 

propartif menyadari keterkaitan antara kewajiban pejabat, hak warga 

negara, dan stabilitas pelayanan publik. Keputusan dalam mediasi tidak 

dibuat berdasarkan kemauan para pihak semata, melainkan 
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mempertimbangkan dampak sistemik terhadap hak warga lain dan 

kapasitas fiskal instansi. 

4. Multidimensionality (Multidimensi) 

Auda menolak logika biner (hitam-putih) dan mendorong pemikiran 

multidimensi dalam hukum. Dalam model mediasi propartif tidak hanya 

melihat aspek legalitas (benar/salah), tetapi juga dimensi kemanfaatan, 

efektivitas birokrasi, dan keadilan distributif. Inilah yang membuat 

Mediasi Propartif lebih kompleks daripada mediasi perdata biasa karena 

harus menyeimbangkan berbagai dimensi kepentingan publik. 

5. Purposefulness (Berorientasi pada Tujuan) 

Auda berpendapat bahwa hukum harus memenuhi tujuan akhirnya, 

yaitu maslahah (kesejahteraan). Mediasi Propartif memiliki tujuan jelas 

(purposeful) yaitu mengembalikan kepatutan dalam pelayanan publik. 

Jika mediasi tidak menghasilkan perbaikan bagi kemaslahatan 

masyarakat, maka proses tersebut gagal mencapai tujuan hukumnya. 

Fokusnya bergeser dari sekadar penyelesaian kasus menjadi perbaikan 

sistem pelayanan. 

6. Cognitive Nature (Sifat Kognitif) 

Menurut Jasser Auda, pemahaman hukum harus dibedakan antara 

teks suci/peraturan formal dengan hasil ijtihad/interpretasi manusia. 

Penelitian ini tidak sekadar membaca undang-undang secara tekstual, 

tetapi menginterpretasikannya secara kontekstual melalui model Mediasi 
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Propartif agar hukum menjadi "hidup" dan relevan dengan tantangan 

masa kini. 

Model Mediasi Propartif yang ditawarkan dalam disertasi ini sejalan 

dengan teori sistem Jasser Auda, di mana mediasi tidak lagi diposisikan 

sebagai instrumen atomistik yang terisolasi, melainkan sebuah sistem terbuka 

yang multidimensional. Dengan mengedepankan prinsip purposefulness, 

Mediasi Propartif mentransformasi mediasi dari sekadar mekanisme 

penyelesaian sengketa berbasis iktikad baik menjadi sebuah instrumen 

sistemik yang mengikat, yang tujuannya bukan hanya memuaskan para pihak, 

melainkan mewujudkan kemaslahatan publik melalui pengujian 

proporsionalitas yang terukur secara administratif. 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki fungsi mediasi yang 

unik, namun penyelesaian sengketa pelayanan publik seringkali hanya 

terpaku pada aspek formalitas administratif. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

prinsip hukum administrasi negara modern dengan filosofi hukum Islam 

(Sharia).Mediasi propartif adalah model mediasi yang menekankan pada 

partisipasi aktif para pihak untuk mencapai solusi yang adil. Dalam konteks 

Ombudsman, ini bukan sekadar memfasilitasi pertemuan, melainkan 

memastikan penyelenggara negara (Termohon) dan masyarakat (Pemohon) 

berada dalam posisi yang setara untuk memperbaiki kualitas layanan.Untuk 

mencapai nilai-nilai hukum Islam, model propartif di Ombudsman perlu 

bertransformasi dalam beberapa tahap: 

1. Penguatan Dimensi Etik 
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Mediator Ombudsman tidak hanya menggunakan pendekatan hukum 

positif, tetapi juga menyentuh aspek etika birokrasi. Hal ini sejalan dengan 

Akhlakul Karimah dalam pelayanan publik, di mana aparatur negara 

melayani dengan empati. 

2. Mediasi Berorientasi Kemaslahatan 

Setiap kesepakatan mediasi harus diuji: Apakah solusi ini mencegah 

kezaliman serupa berulang di masa depan? Jika hanya menyelesaikan satu 

laporan tetapi sistemnya tetap rusak, maka nilai Maslahah belum tercapai. 

3. Pemulihan Hak (Restitusi) 

Dalam Islam, perdamaian yang sempurna seringkali melibatkan pemulihan. 

Rekonsepsi ini mendorong penyelenggara negara untuk secara sukarela 

memberikan kompensasi atau pemulihan hak kepada masyarakat tanpa 

harus melalui proses pengadilan yang melelahkan. 

Penggunaan nilai hukum Islam di sini bukan berarti mengubah 

Ombudsman menjadi lembaga agama, melainkan mengadopsi nilai-nilai 

universal (seperti keadilan dan kejujuran) yang ada dalam Islam untuk 

memperkuat legitimasi moral tindakan Ombudsman. Untuk memperkuat 

relevansi model mediasi propartif dalam bingkai nilai Islam, diperlukan 

langkah-langkah strategis yang mengintegrasikan aspek legal-formal dengan 

aspek moral-spiritual. Rekomendasi ini bertujuan agar kesepakatan yang 

dihasilkan oleh Ombudsman tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi 

juga kekuatan moral yang mengikat (moral obligation). 
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Tabel 5.4. 

Rekomendasi Model Mediasi Propartif dalam Nilai-Nilai Islam 

 

NO REKOMENDASI KETERANGAN 

1 Internalisasi Prinsip Islah dalam SOP 

Mediasi 

SOP Mediasi Propartif sebaiknya tidak 

hanya berhenti pada tercapainya 

kesepakatan teknis, tetapi diarahkan pada 

Islah Al-Dzat al-Bain (memperbaiki 

hubungan di antara pihak yang 

bersengketa). 

Masukkan klausul 

"Pemulihan Hubungan" 

dalam dokumen 

Konsiliasi/Mediasi, di mana 

penyelenggara layanan 

publik mengakui kekurangan 

dan berkomitmen 

memperbaiki layanan sebagai 

bentuk amanah, bukan 

sekadar menggugurkan 

kewajiban laporan 

2 Penerapan Pendekatan Maslahah 

Mursalah 

Mediasi seringkali terbentur pada aturan 

yang kaku. Nilai Islam menawarkan konsep 

Maslahah (kepentingan umum) untuk 

menembus kebuntuan tersebut. 

Mediator Ombudsman 

diberikan ruang diskresi yang 

lebih luas untuk 

mengusulkan solusi di luar 

aturan normatif yang kaku, 

selama solusi tersebut 

membawa manfaat lebih 

besar bagi masyarakat luas 

dan tidak melanggar 

syariat/etik publik. 

3 Transformasi Peran Mediator menjadi 

Muslih 

Dalam model propartif, mediator bersikap 

aktif. Dalam Islam, peran ini disebut 

sebagai Muslih (orang yang melakukan 

perbaikan). 

Mediator tidak hanya 

berperan sebagai wasit netral, 

tetapi sebagai figur yang aktif 

mendorong nilai-nilai 

kejujuran (Siddiq) dan 

transparansi (Tabligh) selama 

proses perundingan. Pejabat 

publik diingatkan bahwa 

memperbaiki kesalahan 

administrasi adalah bagian 

dari pertanggungjawaban 

kepada Tuhan. 

4 Penguatan Mekanisme "Tebusan" 

Administratif 

Dalam hukum Islam, kesalahan seringkali 

Mendorong skema "Restitusi 

Sukarela" dalam mediasi. 

Jika penyelenggara negara 
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diikuti dengan kompensasi atau denda sosial 

untuk menghapus dampak buruknya. 

terbukti melakukan 

Maladministrasi yang 

merugikan secara materiil, 

mediasi propartif harus 

memfasilitasi ganti rugi yang 

cepat tanpa perlu melalui 

gugatan pengadilan yang 

panjang, sejalan dengan 

prinsip keadilan instan dalam 

Islam. 

5 Sosialisasi Berbasis Nilai Universal Islam 

Banyak masyarakat yang ragu melapor 

karena takut atau merasa urusannya akan 

rumit. 

Gunakan narasi bahwa 

melaporkan Maladministrasi 

adalah bagian dari Amar 

Ma'ruf Nahi Munkar 

(mengajak kebaikan dan 

mencegah kemunkaran). Ini 

akan meningkatkan 

partisipasi publik (aspek 

"Propartif") karena 

masyarakat merasa sedang 

menjalankan misi moral. 

Sumber: Merupakan rekomendasi strategis dari peneliti yang ditujukan 

kepada kelembagaan Ombudsman. Tabel ini mengusulkan langkah-langkah 

untuk mengintegrasikan aspek legal-formal dengan aspek moral-spiritual 

(seperti internalisasi prinsip Islah pada SOP, pendekatan Maslahah 

Mursalah, dan transformasi peran asisten Ombudsman menjadi Muslih 

penegak keadilan) 

 

Dalam hal memperkuat aspek Mediasi Propartif dengan napas hukum 

Islam dalam regulasi formal, diperlukan rumusan norma yang mampu 

mentransformasi prosedur administratif menjadi instrumen keadilan 

substansial. Berikut adalah draft rumusan norma baru yang dapat diadaptasi 

ke dalam Peraturan Ombudsman (Pomb) atau Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Mediasi: 

1. Penambahan Konsiderans (Landasan Filosofis) 
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Sebelum masuk ke pasal-pasal, landasan filosofis perlu diperkuat untuk 

mencerminkan nilai universal keadilan dan perdamaian (Islah). Berikut 

adalah Draft Konsiderans yang dapat peneliti usulkan: 

 "Bahwa mediasi merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur 

kemanusiaan dan keadilan universal yang selaras dengan prinsip Islah, 

bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa administrasi, tetapi 

juga untuk memulihkan hak masyarakat dan memperbaiki integritas 

penyelenggara negara sebagai pemegang amanah publik." 

 

2. Klausul Perluasan Peran Mediator (Muslih) 

Mengubah paradigma mediator dari sekadar fasilitator pasif menjadi 

penggerak perbaikan. Dalam menjalankan Mediasi Propartif, Mediator 

berfungsi sebagai pelaksana perbaikan (Muslih) yang aktif mendorong para 

pihak mencapai titik temu yang berkeadilan. Mediator berwenang 

memberikan nasihat atau pertimbangan etik kepada Penyelenggara 

Layanan untuk mengakui kesalahan administrasi demi tegaknya prinsip 

Amanah (akuntabilitas) dan Siddiq (kejujuran). 

3. Klausul Penyelesaian Berbasis Kemaslahatan (Maslahah) 

Mengatur agar output mediasi tidak hanya bersifat individual tetapi 

sistemik.Kesepakatan mediasi harus berorientasi pada Maslahah Mursalah 

(kepentingan umum yang lebih luas). Selain menyelesaikan kerugian 

spesifik pelapor, kesepakatan wajib memuat klausul Perbaikan Sistemik 

untuk mencegah terjadinya Maladministrasi serupa di masa depan sebagai 

bentuk pencegahan kemudaratan (Sadd ad-Dzarai). 

4. Klausul Pemulihan Hak dan Restitusi Sukarela 
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Mengadopsi konsep ganti rugi yang cepat sebagai bentuk penebusan 

kesalahan. Penyelenggara Layanan didorong untuk melakukan pemulihan 

hak Pelapor secara sukarela (Tabarru’) melalui mekanisme restitusi atau 

kompensasi administratif yang disepakati dalam mediasi. Pemulihan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai wujud tanggung 

jawab moral dan profesional untuk menghapuskan dampak buruk (Raf’ul 

Haraj) dari tindakan Maladministrasi. 

Rekonsepsi model mediasi propartif dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam memerlukan pergeseran paradigma: dari sekadar penyelesaian sengketa 

(dispute resolution) menjadi perbaikan keadaan (restorative islah).Dalam 

model konvensional, mediasi sering dianggap sukses jika laporan "tutup" 

(case closed). Dalam konsep ulang ini, mediasi adalah proses Islah yang 

memiliki tiga dimensi: 

1. Islah al-Bain: Memperbaiki hubungan yang retak antara rakyat dan negara. 

2. Islah al-Nafsi: Mendorong kesadaran moral penyelenggara negara untuk 

mengakui kesalahan (tobat administratif). 

3. Islah al-Nidzam: Perbaikan sistem agar Maladministrasi tidak terulang 

(preventif). 

Konsep propartif yang "aktif" diperkuat dengan karakter Muslih. 

Mediator tidak boleh netral secara pasif jika melihat kezaliman.Mediator aktif 

mengingatkan penyelenggara bahwa layanan publik adalah Amanah yang 

akan dipertanggungjawabkan secara teologis, bukan sekadar tugas 
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birokrasi.Mediator bertugas menanamkan nilai Siddiq (kejujuran) dalam 

proses pembuktian Maladministrasi. 

Model propartif seringkali terjebak pada solusi yang pragmatis. Dengan 

nilai Islam, indikator keberhasilannya adalah Maslahah Mursalah. Mediator 

propartif tidak hanya menunggu bukti, tapi aktif mencari kebenaran untuk 

mencegah fitnah dan memastikan hak pelapor terlindungi. Mediator harus 

Mengedepankan musyawarah yang setara. Penyelenggara negara tidak boleh 

menggunakan posisi kekuasaannya untuk menekan pelapor. Dalam Islam, 

perdamaian seringkali melibatkan Tanazul, di mana kedua pihak bersedia 

berbagi beban demi kemaslahatan bersama seperti negara memperbaiki 

prosedur, rakyat memaafkan keterlambatan. 

Islam sangat menekankan pemulihan hak yang dizalimi. Rekonsepsi ini 

menuntut output mediasi yang lebih konkret. Jika terjadi kerugian materiil 

akibat Maladministrasi, mediasi diarahkan pada ganti rugi yang cepat (mirip 

konsep Diyat dalam skala perdata/administratif). Sebagai bentuk pengakuan 

kesalahan (I'tiraf) untuk memulihkan martabat warga negara. Dalam hal 

kaitannya antara Islam dengan model mediasi propartif dan rekonstruksi yang 

dilakukan pada penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan hal tersebut 

dalam sudut pandang filosofis dan spiritual.  

Dalam pendekatan filosofis, mediasi Propartif bukan sekadar prosedur 

administratif, melainkan wujud dari pergeseran paradigma hukum dari rule-

based (kaku pada pasal) ke justice-based (fokus pada penyelesaian sengketa). 

mediasi Propartif adalah upaya negara untuk memanusiakan warga negara 
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dalam berhadapan dengan birokrasi. Rekonstruksi yang dilakukan perlu 

memasukkan norma yang melindungi posisi tawar warga negara agar tidak 

sekadar menjadi objek, melainkan subjek yang dilibatkan secara aktif. 

Filosofi Rechtstaat bukan hanya soal negara yang patuh hukum, tetapi negara 

yang mampu memulihkan hubungan (hubungan warga negara dan negara) 

yang retak akibat maladministrasi melalui dialog. 

Spiritualisme hukum Indonesia berakar pada nilai musyawarah. Mediasi 

Propartif bukan hanya teknik manajemen konflik, melainkan perwujudan dari 

nilai luhur bangsa bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan dengan hati 

yang terbuka. Dalam mediasi, posisi Ombudsman adalah sebagai penengah 

yang netral dan imparsial. Pendekatan spiritual memperkuat aspek integritas 

(amanah) pemeriksa agar tidak tergiur oleh kepentingan subjek hukum yang 

lebih kuat. 

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama, termasuk 

hukum Islam, ialah karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan 

masalah sosial. Beberapa pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam KHI, 

dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan aspek sosial. d. Tidak berbeda 

dengan disiplin filsafat dan sosiologi, antropologi juga dapat diartikan 

sebagai salah satu pendekatan memahami agama dengan cara melihat wujud 

praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.440 

Dalam pelaksanaan mediasi propartif, seorang mediator memiliki 

persyaratan salah satunya adalah harus memahami makna menjadi hamba 

                                                           
440 Ahmad Syahir, “Pendekatan Filosofis, Sosiologis, Dan Antropologis Dalam Penetapan 

Hukum Islam (Sebuah Pendekatan Sosial-Humanities),” Journal of Islamic 

Jurisprudence,Economic and Legal Theory vol. 2, no. 2 (2024), hlm. 1–15. 
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Allah Sejati. Seseorang harus memulai dengan mengalahkan kecenderungan-

kecenderungan buruk dan rendah dalam dirinya sendiri. Untuk itu, dalam 

bahasa agama, dia harus menjadi ‘hamba Allah’ bukan hamba nafsu dan 

setan. Menjadi hamba Allah berarti mematuhi perintah-Nya dan 

meninggalkan larangan-Nya, yakni melaksanakan yang baik, benar dan adil 

dan meninggalkan yang sebaliknya. Seperti kata Rumi, orang pintar ingin 

mengubah dunia, tetapi orang bijak ingin mengubah dirinya sendiri. Sebelum 

memperbaiki masyarakat, maka perbaikilah diri sendiri terlebih dahulu.441 

Dalam pelaksanaan mediasi seringkali mengalami kegagalan mediasi 

disebabkan oleh tiga faktor utama: rendahnya literasi hukum masyarakat, 

kultur birokrasi yang kaku, dan intervensi politik. Penyebab utama dari 

layanan publik yang buruk, sebagaimana diuraikan dalam konteks lembaga 

peradilan, berkaitan erat dengan tata kelola internal lembaga. Faktor-faktor 

yang memicu layanan buruk tersebut meliputi ketidakpastian dan 

Ketidaktahuan, Praktik Pungutan Liar (Pungli), dan citra lembaga. Dokumen 

yang tersedia tidak menyebutkan bahwa layanan publik yang buruk 

disebabkan oleh "kesadaran publik yang rendah" atau "campur tangan 

politik" secara langsung sebagai penyebab utama. Sebaliknya, dokumen 

menekankan pada respons lembaga terhadap kondisi tersebut. Apabila 

mediasi mencapai jalan buntu (deadlock), maka Ombudsman mengeluarkan 

Rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan demi kepastian 

hukum. 

                                                           
441  Mujiburrahman, “Berani, Teguh, Dan Khianat,” Banjarmasin.Tribunnews, 2026, 

https://banjarmasin.tribunnews.com/kolom/1365940/berani-teguh-dan-khianat, diakses tanggal 22 

Juni 2026, pukul 21.00 WIB. 
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Untuk menganalisis rumusan masalah ketiga ini, peneliti menggunakan 

tiga tingkatan kerangka teori, yaitu Grand Theory (Teori Negara Hukum, 

Wilayatul Mazalim, dan Hisbah), Middle Theory (Teori Mediasi dan 

Keadilan), serta Applied Theory (Teori Maqāşid Syariah Jasser Auda). 

Rekonstruksi (perubahan aturan) dan rekonsepsi (perubahan 

konsep/paradigma) ini dilakukan untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan pada rumusan masalah sebelumnya. 

Berikut adalah analisa mendalam mengenai rumusan masalah ketiga 

berdasarkan kerangka teori tersebut: 

1. Analisis Berdasarkan Grand Theory 

a. Teori Negara Hukum (Welfare State) 

Negara hukum modern menuntut perlindungan hak-hak warga 

negara secara nyata, bukan sekadar tertulis di atas kertas. Untuk 

mencapai hal tersebut, rekonstruksi hukum diarahkan pada perubahan 

UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009 agar Ombudsman 

tidak hanya menjadi "macan kertas". Rekonstruksi ini memberikan 

payung hukum seperti kewenangan memberikan perlindungan hukum 

(safe harbor) bagi pejabat publik yang mengambil keputusan inovatif 

(diskresi) saat mediasi, agar mereka tidak dikriminalisasi. Hal ini 

memberikan jaminan keadilan substansial bagi rakyat sekaligus kepastian 

hukum bagi aparatur negara. 

 

 



 
 

 

446 

 

b. Teori Wilayatul Mazalim dan Al-Hisbah 

Secara historis, peradilan ketatanegaraan Islam Wilayatul Mazalim 

memiliki kekuatan luar biasa (extraordinary power) untuk memaksa 

eksekusi keputusan terhadap pejabat yang zalim. Melalui kerangka ini, 

peneliti mengusulkan rekonstruksi agar hasil mediasi Ombudsman 

memiliki "kekuatan eksekutorial" (Executorial Title) setara dengan 

putusan pengadilan (seperti Akta Perdamaian/Van Dading). Selain itu, 

dengan pendekatan Al-Hisbah, peran Asisten Ombudsman direkonsepsi 

bukan sekadar fasilitator pasif, melainkan bertransformasi menjadi 

"Muhtasib" atau "Muslih" (penggerak perbaikan) yang proaktif 

menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam sistem 

birokrasi. 

2. Analisis Berdasarkan Middle Theory 

a. Teori Mediasi 

Teori mediasi konvensional sangat bergantung pada kesukarelaan 

(voluntaris). Namun, dalam ranah hukum publik, kerelaan tanpa daya 

paksa membuat rekomendasi mudah diabaikan (hanya toothless atau tak 

bertaring). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum mengusulkan adanya 

Klausul Sanksi Berjenjang bagi pejabat yang mengabaikan hasil 

kesepakatan Propartif dan klausul Tashir (pengumuman publik secara 

luas) sebagai sanksi moral, yang dapat berujung pada sanksi administratif 

berat hingga pencopotan jabatan. Ini mentransformasi mediasi dari 
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sekadar mekanisme "fasilitasi komunikasi" menjadi mekanisme 

penyelesaian sengketa administratif yang bersifat memaksa. 

b. Teori Keadilan 

Berpijak pada Hukum Progresif, keadilan tidak boleh terhambat oleh 

prosedur yang kaku. Analisis teori ini mendorong rekonsepsi di mana 

mediasi wajib berorientasi pada Keadilan Substantif. Sebagai 

implementasi keadilan restoratif, rekonstruksi mengusulkan kewajiban 

pembayaran ganti rugi (Tawidh) atau restitusi secara langsung kepada 

pelapor untuk memulihkan haknya secara instan, tanpa harus menempuh 

proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. 

3. Analisis Berdasarkan Applied Theory (Teori Maqāşid Syariah 

Pendekatan Sistem Jasser Auda) Analisis ini digunakan untuk 

merekonsepsi model mediasi Propartif agar sejalan dengan filosofi Syariah 

yang luwes, rasional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan: 

a. Orientasi pada Tujuan (Purposefulness/Maslahah Mursalah) 

Mediasi tidak dianggap sukses hanya karena kasus dinyatakan 

"ditutup" (case closed), melainkan diukur dari seberapa besar 

kedamaian dan perbaikan (Maslahah Mursalah) yang dihasilkan bagi 

masyarakat luas. Rekonsepsi ini memberikan ruang diskresi agar solusi 

mediasi dapat menembus kekakuan normatif demi kemaslahatan umum. 

b. Keutuhan (Wholeness) dan Multidimensi 

Masalah maladministrasi tidak dipandang secara parsial (hanya 

salah/benar secara hukum), tetapi dilihat dampaknya secara 
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multidimensi (sosial, ekonomi, dan spiritual). Oleh karena itu, mediasi 

direkonsepsi menjadi proses Islah (perdamaian) yang utuh, yang 

mencakup tiga dimensi: Islah al-Bain: Memperbaiki hubungan yang 

retak antara rakyat dan negara dan Islah al-Nafsi: Mendorong "tobat 

administratif" bagi penyelenggara negara untuk secara jujur (siddiq) 

mengakui kelalaiannya serta Islah al-Nidzam: Memperbaiki sistem 

birokrasi agar kezaliman serupa tidak terulang (preventif). 

c. Sifat Terbuka (Openness) 

Selaras dengan gagasan Jasser Auda bahwa hukum harus dinamis 

dan terbuka untuk mengadopsi hal-hal baru yang bermanfaat, 

rekonstruksi ini secara terbuka mengadopsi kekuatan eksekutorial dari 

Ombudsman Filipina dan Fair Treatment Approach (FTA) dari 

Ombudsman Belanda, lalu mengkombinasikannya dengan kearifan adat 

lokal (seperti bakalah-kalah membuang sengketa) serta nilai-nilai 

teologis Islam demi menciptakan model keadilan yang paripurna. 

Melalui kerangka teori tersebut, rumusan masalah ketiga terjawab dengan 

memadukan Rekonstruksi Yuridis-Struktural (memberikan kekuatan daya 

paksa/Akta Perdamaian melalui revisi UU No. 37/2008 & UU No. 25/2009) 

dan Rekonsepsi Paradigmatik (mengubah ruh mediasi menjadi instrumen Islah 

dan Maslahah berbasis Maqāşid Syariah). Hal ini akan mengangkat derajat 

Ombudsman Republik Indonesia menjadi lembaga pengawas yang memiliki 

kepastian hukum (Legally Binding) sekaligus memiliki keagungan moral dan 

spiritual dalam melayani rakyat. 
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Dari sisi Filosofi spiritualitas dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik 

di Indonesia dengan mengubah paradigma aparatur negara dari sekadar 

menjalankan kewajiban transaksional (untung-rugi) menjadi wujud pengabdian 

moral dan ibadah kepada Tuhan. Berikut adalah bagaimana filosofi spiritualitas 

bekerja dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik sebagaimana tulisan 

Mujiburahman yang berjudul filosofi dan Spiritual pelayanan Publik; 2024 

1. Mengaktualisasikan Sifat Tuhan dalam Pelayanan Dalam nalar spiritual 

kaum Sufi, memberikan pelayanan publik yang baik adalah bentuk 

aktualisasi nama-nama dan sifat Tuhan—seperti sifat pengasih, 

penyayang, dan suka memberi, dalam batas kemampuan manusia. Ketika 

pelayan publik melayani semata-mata karena keyakinan bahwa itu adalah 

perintah Tuhan dan sesuai dengan fitrah (kebaikan asli) manusia, mereka 

tidak akan lagi mengharapkan imbalan manusiawi seperti uang pelicin. 

Mereka meyakini bahwa balasan akan datang dari Tuhan, baik berupa 

kesehatan, kedamaian hati, atau kebahagiaan hidup. 

2. Pendekatan "Segitiga Emas" (Hati, Ahli, dan Aksi) Spiritualitas dalam 

pelayanan publik tercermin dalam filosofi "Segitiga Emas", yaitu 

kolaborasi antara Hati, Ahli, dan Aksi. Pelayanan publik harus dilandasi 

dengan Hati (empati, keikhlasan, dan nilai moral), namun tidak cukup 

hanya dengan hati karena bisa berujung sekadar "berhati-hati" tanpa 

penyelesaian. Pelayanan harus didukung oleh Ahli agar pekerjaan 

dikerjakan secara profesional dan berintegritas, serta diwujudkan dalam 

Aksi penyelesaian tugas yang tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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3. Membentengi dari Jebakan Maladministrasi dan Kezaliman Spiritualitas 

menjaga aparatur dari jebakan moral yang merusak sistem birokrasi,  

a. Merasa Berjasa: Pelayan publik yang sadar kewajiban tidak akan 

mengharapkan tips atau uang pelicin yang pada akhirnya merusak 

sistem layanan (ada uang urusan lancar, tak ada uang urusan macet). 

b. Ketidakadilan dan Nepotisme: Spiritualitas mencegah pejabat 

mengutamakan keluarga atau kelompoknya sendiri secara sewenang-

wenang, karena berlaku adil adalah keutamaan yang lebih dekat kepada 

ketakwaan. 

c. Kesadaran Fiqh Anti Maladministrasi: Dalam pandangan hukum Islam 

(Fiqh Siyasah), perilaku maladministrasi seperti penyalahgunaan 

wewenang, kelalaian, diskriminasi, dan penundaan berlarut dipandang 

sebagai bentuk kezaliman birokrasi yang diharamkan dan berdampak 

pada dosa pelakunya. 

4. Memandang Kritik Masyarakat Sebagai "Teguran Cinta" Dalam dimensi 

spiritual, teguran atau kritik dari masyarakat yang dirugikan harus 

dipandang oleh pelayan publik sebagai "tanda cinta". Pemimpin yang 

dikritik karena kelalaian atau kebijakan yang merugikan publik diwajibkan 

untuk memperhatikan kritik tersebut guna memperbaiki kualitas 

pelayanannya bagi orang banyak. 

5. Mengedepankan Islah (Perdamaian) dalam Menyelesaikan Sengketa Ketika 

terjadi keluhan atau maladministrasi, filosofi spiritualitas mengarahkan 

penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang memanusiakan warga, 
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seperti Mediasi Propartif (Progresif-Partisipatif) yang berbasis pada nilai 

Islah. Pendekatan ini tidak sekadar mencari siapa yang menang atau kalah 

secara kaku, melainkan mewujudkan keadilan restoratif dalam tiga dimensi 

utuh: 

a. Islah al-Bain: Memulihkan hubungan yang retak antara masyarakat dan 

negara. 

b. Islah al-Nafsi: Mendorong kesadaran moral dan "tobat administratif" dari 

pejabat publik untuk memperbaiki kesalahannya secara jujur dan 

berintegritas. 

c. Islah al-Nidzam: Memperbaiki kecacatan sistem birokrasi secara 

keseluruhan agar maladministrasi serupa tidak terulang (preventif). 

Pada puncaknya, pelayanan publik yang adil, responsif, dan tidak 

diskriminatif adalah bentuk pelaksanaan Maqāşid Syariah (tujuan-tujuan 

luhur hukum agama), karena pada dasarnya tugas pemerintah adalah 

memelihara jiwa, akal, harta, martabat, dan kemaslahatan masyarakat luas. 

4. Landasan Filosofis Hubungan Hukum antara Sektor Privat (Warga 

Negara) dengan Pemerintah (Government) dalam Konteks Pemulihan 

Hak Administrasi 

Sebelum masuk pada uraian mengenai rekonstruksi norma dan 

rekonsepsi model, penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu menegaskan 

landasan filsafat hukum yang menjadi fondasi berpikir dalam penelitian ini, 

yaitu mengenai hakikat hubungan hukum antara sektor privat (warga negara) 

dengan pemerintah (government) dalam konteks pemulihan hak administrasi. 
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Hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah pada dasarnya 

berbeda secara mendasar dengan hubungan hukum keperdataan biasa. Jika 

hubungan hukum privat (horizontal legal relationship) dibangun di atas asas 

kesetaraan kedudukan (equality of parties), maka hubungan hukum antara 

warga negara dengan pemerintah bersifat vertikal (vertical legal relationship) 

karena pemerintah memiliki kewenangan publik (bestuursbevoegdheid) yang 

tidak dimiliki oleh warga negara sebagai individu. 

Secara filosofis, keberadaan hubungan hukum yang timpang 

(ongelijkheidsbeginsel) antara pemerintah dan warga negara ini dapat 

ditelusuri dari teori kontrak sosial. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan 

pemerintah pada hakikatnya bersumber dari penyerahan sebagian hak alamiah 

(natural rights) warga negara kepada penguasa melalui suatu perjanjian 

(kontrak sosial), dengan syarat mutlak bahwa kekuasaan tersebut harus 

digunakan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, yaitu hak atas 

hidup, kebebasan, dan harta benda (life, liberty, and property). Konsekuensi 

logis dari teori ini adalah bahwa kekuasaan pemerintah bukanlah kekuasaan 

yang berdiri sendiri secara mutlak (absolute power), melainkan kekuasaan 

yang bersifat terbatas dan dapat dimintai pertanggungjawaban (accountable) 

apabila digunakan secara menyimpang dari tujuan pemberiannya. 

Dalam khazanah ilmu hukum administrasi negara, ketimpangan 

kedudukan tersebut secara tegas diakui sebagai karakter khas hubungan 

hukum publik. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa hubungan hukum 

antara pemerintah (bestuur) dengan warga negara bersifat tidak setara 
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(ongelijkheid) karena pemerintah memegang kewenangan sepihak (eenzijdig) 

untuk menerbitkan keputusan yang mengikat warga negara tanpa memerlukan 

persetujuan pihak yang terkena dampak. Ketimpangan struktural inilah yang 

melahirkan kebutuhan akan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

(algemene beginselen van behoorlijk bestuur), seperti asas keseimbangan 

(evenwichtigheid) dan asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel), yang 

berfungsi mengoreksi ketimpangan tersebut demi melindungi warga negara 

dari tindakan sewenang-wenang penguasa (detournement de pouvoir dan 

abus de droit). Dengan demikian, hubungan hukum antara sektor privat dan 

pemerintah bukanlah hubungan yang bebas nilai, melainkan hubungan yang 

senantiasa dibingkai oleh kewajiban moral pemerintah untuk bertindak adil, 

proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga negara yang 

dilayaninya. 

Dalam perspektif hukum Islam, corak hubungan hukum antara rakyat dan 

penguasa (al-'alaqah bayna al-ra'iyyah wa al-hakim) juga tidak dipahami 

sebagai relasi kekuasaan yang bebas tanpa batas, melainkan sebagai 

hubungan yang berlandaskan pada akad kepercayaan (bai'ah) dan amanah. 

Kekuasaan yang diberikan kepada penguasa (wulat al-amr) pada hakikatnya 

adalah amanah yang harus ditunaikan untuk memenuhi kemaslahatan rakyat 

(mashalih al-ra'iyyah), sebagaimana kaidah fikih siyasah yang masyhur, 

“tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah” (kebijakan 

pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada 

kemaslahatan). Prinsip inilah yang secara historis melandasi kehadiran 
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lembaga Wilayatul Mazalim sebagaimana telah diuraikan pada bagian Grand 

Theory penelitian ini, yakni sebagai instrumen koreksi struktural manakala 

hubungan amanah antara penguasa dan rakyat itu dilanggar melalui tindakan 

mazalim (kezaliman administratif). 

Bertolak dari kedua landasan filosofis tersebut baik dari tradisi hukum 

administrasi negara modern maupun dari fikih siyasah Islam. Peneliti 

berpandangan bahwa hubungan hukum privat-pemerintah dalam konteks 

pemulihan hak administrasi pada hakikatnya adalah hubungan yang secara 

struktural timpang, namun secara moral terikat pada kewajiban amanah dan 

akuntabilitas. Model Mediasi Propartif yang diusung dalam penelitian ini 

secara filosofis diposisikan sebagai jembatan yang menjembatani 

ketimpangan struktural tersebut: ia hadir bukan untuk menegasikan 

kewenangan publik pemerintah, melainkan untuk menghadirkan kembali 

keseimbangan hukum (legal equilibrium) antara warga negara yang dirugikan 

dengan penyelenggara negara, sehingga proses pemulihan hak administrasi 

tidak lagi berlangsung dalam relasi kekuasaan yang sepihak, melainkan dalam 

relasi yang partisipatif dan berkeadilan. 

5. Sinkronisasi Gagasan Rekonstruksi Undang-Undang dengan Teori 

Limitasi Hukum (The Limits of Law) Antony Allott 

Guna memastikan bahwa gagasan rekonstruksi Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang diusulkan 

pada bagian A tidak berhenti pada usulan normatif semata, peneliti 

mensinkronkan gagasan tersebut dengan pisau analisis Teori Limitasi Hukum 
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(The Limits of Law) dari Antony Allott. Dalam karya monumentalnya, Allott 

berpendapat bahwa hukum memiliki keterbatasan intrinsik dalam mengubah 

perilaku masyarakat, dan efektivitas suatu produk hukum hanya dapat diukur 

melalui tiga fungsi, yaitu fungsi pencegahan (preventive), fungsi penyelesaian 

sengketa (curative), dan fungsi fasilitasi (facilitative).  

Suatu undang-undang dinilai efektif apabila mampu mencegah 

maladministrasi, menyelesaikan sengketa secara adil, sekaligus memfasilitasi 

kebutuhan hukum warga negara. Lebih jauh, untuk membedah kesenjangan 

antara cita hukum, hukum formal, dan praktik hukum di lapangan, peneliti 

menggunakan kerangka tiga tingkatan hukum dalam masyarakat, yaitu 

CLAW, Law, dan law. Ketiga tingkatan tersebut dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. CLAW (Cita Hukum — the aspirational legal order) 

Tingkatan pertama adalah CLAW, yaitu tatanan nilai hukum yang 

bersifat ideal dan aspiratif (cita hukum) yang hidup dalam kesadaran 

masyarakat mengenai bagaimana seharusnya keadilan administratif 

ditegakkan. Dalam penelitian ini, CLAW direpresentasikan oleh nilai 

keadilan restoratif, prinsip Islah (perdamaian) dan Maslahah 

(kemaslahatan) dalam Maqāşid Syariah, serta cita negara hukum 

kesejahteraan (welfare state) sebagaimana telah diuraikan pada kerangka 

teori penelitian ini. CLAW inilah yang menjadi bintang penuntun (guiding 

star) arah rekonstruksi hukum yang diusulkan peneliti. 
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2. Law (Hukum Formal — the enacted positive law) 

Tingkatan kedua adalah Law, yaitu norma hukum positif yang telah 

dikodifikasi secara resmi oleh negara, dalam hal ini Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam 

wujudnya yang berlaku saat ini. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, 

kedudukan Ombudsman dalam Law yang berlaku sekarang masih terbatas 

sebagai magistrature of influence yang hanya berwenang memberikan 

rekomendasi tanpa daya paksa (non-executory power), sehingga terdapat 

kesenjangan (gap) antara Law yang berlaku dengan cita ideal CLAW yang 

menghendaki kepastian pemulihan hak secara mengikat. 

3. Law (Hukum Operasional — the living/operative law) 

Tingkatan ketiga adalah law, yaitu hukum yang benar-benar hidup 

dan dipraktikkan pada tataran pelaksanaan sehari-hari, yakni pola 

penanganan aduan yang secara faktual telah dijalankan oleh Ombudsman 

Perwakilan Kalimantan Selatan melalui model Mediasi Propartif 

sebagaimana dipaparkan pada Bab IV. Temuan empiris penelitian ini 

menunjukkan bahwa praktik law di lapangan sesungguhnya telah 

berkembang melampaui apa yang secara eksplisit diatur dalam Law 

(produk legislasi yang ada), karena Asisten Ombudsman pada 

kenyataannya telah menjalankan pendekatan progresif dan partisipatif 

yang belum memiliki dasar hukum formal yang memadai. 
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Titik temu antara LAW, Law, dan Law inilah yang menjadi dasar 

pembenar (justifikasi) bagi rekonstruksi kedua undang-undang tersebut. 

Dengan meminjam kerangka Allott, kesenjangan antara ketiganya 

merupakan wujud nyata dari limits of law yang tengah dihadapi oleh 

hukum pengawasan pelayanan publik di Indonesia: hukum formal (Law) 

belum mampu menjalankan fungsi curative-nya secara optimal karena 

rekomendasi Ombudsman tidak bersifat mengikat, padahal baik cita 

hukum (CLAW) maupun praktik nyata di lapangan (law) telah menuntut 

adanya kepastian eksekusi. Rekonstruksi yang diusulkan peneliti pada 

Tabel 5.2 dan Tabel 5.3, yang memberikan kekuatan eksekutorial berupa 

Akta Kesepakatan Mediasi Propartif, pada dasarnya adalah upaya 

menyelaraskan (mensinkronkan) tingkatan Law agar semakin mendekati 

tingkatan CLAW tanpa mengabaikan realitas tingkatan law yang telah 

tumbuh di lapangan. Dengan tersinkronisasinya ketiga tingkatan hukum 

tersebut, fungsi hukum sebagaimana dikehendaki Allott — preventif, 

kuratif, dan fasilitatif — dapat berjalan secara utuh, sehingga hukum tidak 

lagi sekadar hidup di atas kertas (law in the books), melainkan benar-benar 

hidup dan berfungsi dalam masyarakat (law in action). 

6. Manajemen Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Mediator dalam 

Model Mediasi Propartif 

Objektivitas dan imparsialitas merupakan ruh utama dari setiap proses 

mediasi. Kegagalan menjaga kedua hal tersebut akan meruntuhkan 

kepercayaan para pihak terhadap hasil mediasi, sekalipun secara substansi 
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hasil tersebut telah adil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Penanganan Benturan Kepentingan mendefinisikan benturan kepentingan 

(conflict of interest) sebagai situasi ketika penyelenggara negara memiliki 

atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan 

wewenangnya, sehingga memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan 

yang diambilnya.  

Ketentuan ini relevan diterapkan secara mutatis mutandis terhadap 

Asisten Ombudsman selaku mediator dalam Model Mediasi Propartif, 

mengingat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 secara tegas 

menempatkan independensi sebagai asas fundamental kelembagaan 

Ombudsman, yang harus pula tercermin pada setiap individu yang 

menjalankan fungsi pemeriksaan dan mediasi. 

1. Prinsip Dasar: Independensi, Imparsialitas, dan Kewajiban 

Pengungkapan (Disclosure) 

Setiap Asisten Ombudsman yang ditugaskan sebagai mediator wajib 

memegang teguh prinsip independensi dan imparsialitas sebagaimana 

diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Prinsip ini 

diturunkan menjadi kewajiban pengungkapan diri (self-disclosure 

obligation), yaitu kewajiban mediator untuk secara proaktif 

menyampaikan kepada atasan langsung atau Kepala Perwakilan apabila ia 

mengetahui atau patut menduga adanya relasi personal, kekerabatan, 

maupun afiliasi keagamaan tertentu dengan salah satu pihak yang 
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berperkara, sebelum penugasan mediasi dimulai. Dalam kerangka fikih 

siyasah, kewajiban ini sejalan dengan syarat 'adalah (keadilan/tidak 

memihak) yang disyaratkan bagi seorang hakim maupun Shahibul 

Mazalim, sebagaimana telah diuraikan Al-Mawardi pada bagian Grand 

Theory penelitian ini. 

2. Manajemen Kasus Bermuatan Keagamaan: Sengketa Seagama dan 

Antaragama (Muslim dengan Non-Muslim) 

Sebagai lembaga negara yang melayani seluruh warga negara tanpa 

memandang latar belakang agama, keyakinan, suku, maupun golongan, 

Ombudsman terikat pada prinsip non-diskriminasi dalam setiap proses 

pemeriksaan dan mediasi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai 

persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, dan juga 

sejalan dengan praktik historis lembaga Wilayatul Mazalim yang menurut 

catatan sejarah hukum Islam memberikan perlindungan yang sama 

terhadap pihak muslim maupun ahl al-dzimmah (warga non-muslim) yang 

teraniaya oleh penguasa. Guna menjaga integritas dan objektivitas 

mediator dalam menangani sengketa yang melibatkan pihak seagama 

maupun antaragama (muslim dengan non-muslim), peneliti merumuskan 

skema penanganan sebagai berikut: 

a. Netralitas Substantif Penalaran Mediasi. Argumentasi dan 

pertimbangan yang digunakan oleh mediator dalam mengarahkan 

proses Mediasi Propartif harus didasarkan semata-mata pada norma 
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hukum administrasi dan standar pelayanan publik yang berlaku umum, 

bukan pada dalil maupun argumentasi keagamaan tertentu, sehingga 

proses mediasi tetap dipersepsikan netral oleh seluruh pihak, terlepas 

dari agama yang dianutnya; 

b. Penugasan Berbasis Rotasi, Bukan Penunjukan Manual. Penentuan 

Asisten Ombudsman yang menangani suatu laporan sedapat mungkin 

dilakukan melalui mekanisme pembagian kerja yang objektif 

(rotasi/random assignment) berdasarkan wilayah kerja dan beban 

penanganan, bukan berdasarkan kedekatan personal maupun kesamaan 

latar belakang keagamaan dengan salah satu pihak, guna mencegah 

persepsi keberpihakan sejak tahap awal; 

c. Opsi Mediasi Berpasangan (Co-Mediation) untuk Sengketa Sensitif. 

Untuk kasus antaragama yang berpotensi menimbulkan kerawanan 

sosial atau kecurigaan keberpihakan, Kepala Perwakilan dapat 

menugaskan dua Asisten Ombudsman secara bersama-sama (co-

mediator) dengan komposisi latar belakang yang mencerminkan 

keberagaman, sehingga proses mediasi berlangsung dengan 

pengawasan silang (cross-check) yang memperkuat objektivitas hasil; 

d. Transparansi Proses dan Dokumentasi. Seluruh tahapan Mediasi 

Propartif, baik untuk sengketa seagama maupun antaragama, harus 

didokumentasikan secara tertulis dan dapat ditelusuri (auditable), 

sehingga apabila timbul keberatan atas dugaan bias, dapat dilakukan 
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evaluasi secara objektif berdasarkan rekam jejak proses, bukan 

berdasarkan asumsi maupun prasangka. 

3. Manajemen Kasus yang Memiliki Hubungan 

Kekeluargaan/Kekerabatan dengan Mediator 

Relasi kekerabatan (nepotism-prone relation) antara mediator 

dengan salah satu pihak yang bersengketa merupakan bentuk benturan 

kepentingan yang paling nyata dan paling rawan merusak objektivitas 

proses mediasi. Berkaca pada kaidah fikih yang mensyaratkan seorang 

qadhi untuk mengundurkan diri (tanahhi) dari suatu perkara apabila 

terdapat hubungan qarabah (kekerabatan) dengan pihak yang 

berperkara, peneliti merekomendasikan skema penanganan sebagai 

berikut untuk diadopsi sebagai bagian dari Kode Etik Asisten 

Ombudsman: 

a. Kewajiban Pengunduran Diri Wajib (Mandatory Recusal). Asisten 

Ombudsman yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah maupun 

semenda sampai derajat tertentu, hubungan perkawinan, atau relasi 

personal yang signifikan (misalnya hubungan usaha, utang-piutang, 

atau permusuhan) dengan salah satu pihak, wajib mengundurkan diri 

dari penanganan kasus tersebut sejak diketahuinya relasi dimaksud, 

tanpa perlu menunggu keberatan dari pihak manapun; 

b. Mekanisme Substitusi Mediator. Kepala Perwakilan wajib segera 

menunjuk Asisten Ombudsman pengganti yang tidak memiliki relasi 

kekerabatan maupun kepentingan dengan para pihak, untuk 
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melanjutkan proses mediasi tanpa mengurangi hak pelapor atas 

penyelesaian yang cepat; 

c. Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Memiliki Benturan 

Kepentingan. Setiap Asisten Ombudsman wajib menandatangani 

pakta integritas dan surat pernyataan tidak memiliki benturan 

kepentingan (conflict of interest declaration) pada setiap awal 

penanganan laporan, sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis 

yang dapat dijadikan alat pengawasan oleh Majelis Etik internal 

Ombudsman; 

d. Saluran Pengaduan dan Pengawasan Berjenjang. Ombudsman perlu 

menyediakan kanal pengaduan internal (whistleblowing system) yang 

memungkinkan pihak yang bersengketa maupun pegawai internal 

melaporkan dugaan pelanggaran benturan kepentingan, yang 

selanjutnya ditindaklanjuti oleh Majelis Etik untuk menjaga marwah 

kelembagaan Ombudsman sebagai institusi pengawas yang bersih 

dan tepercaya. 

Dengan diintegrasikannya manajemen benturan kepentingan ini 

ke dalam Model Mediasi Propartif, integritas dan objektivitas mediator 

tidak lagi bergantung semata-mata pada moralitas individu Asisten 

Ombudsman, melainkan telah dilembagakan melalui sistem dan 

prosedur yang terukur. Hal ini sekaligus menjadi wujud konkret dari 

nilai 'adl (keadilan) dalam Maqāşid Syariah, yang menghendaki agar 

setiap proses penegakan hukum termasuk mediasi administrasi 



 
 

 

463 

 

dijalankan tanpa memihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an Surah An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan manusia untuk 

senantiasa menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, kedua 

orang tua, dan kaum kerabat. 

7. Analisis Filosofis Ontologi Model Mediasi Propartif: Utilitarianisme 

versus Deontologi 

Sebagai penutup analisis rekonsepsi, penting bagi peneliti untuk 

menakar secara mendalam muara filosofis dari Model Mediasi Propartif yang 

diusulkan, yaitu apakah model ini secara ontologis lebih condong pada aliran 

filsafat Utilitarianisme yang berorientasi pada hasil (consequentialism), 

ataukah pada aliran filsafat Deontologi yang berorientasi pada ketegasan 

kewajiban moral (duty-based ethics). Penelusuran ontologis ini penting 

dilakukan agar arah pengembangan Model Mediasi Propartif ke depan 

memiliki fondasi filsafat moral yang jelas dan tidak berjalan secara ad hoc. 

1. Utilitarianisme: Jeremy Bentham dan John Stuart Mill 

Jeremy Bentham, sebagai peletak dasar Utilitarianisme klasik, 

merumuskan prinsip kemanfaatan (the principle of utility) sebagai tolok 

ukur benar-salahnya suatu tindakan, yaitu sejauh mana tindakan tersebut 

mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the 

greatest happiness for the greatest number). Bagi Bentham, nilai moral 

suatu kebijakan atau hukum diukur murni dari akibat (konsekuensi) yang 

dihasilkannya, bukan dari niat maupun proses yang menyertainya.  
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John Stuart Mill kemudian menyempurnakan gagasan Bentham 

dengan membedakan kualitas kesenangan (higher and lower pleasures), 

serta menegaskan bahwa kemanfaatan sosial jangka panjang termasuk 

penghormatan atas kebebasan individu harus menjadi bagian dari 

perhitungan utilitas, sehingga Utilitarianisme Mill lebih menekankan pada 

aturan (rule utilitarianism) yang secara konsisten menghasilkan 

kemanfaatan terbesar, dibandingkan penghitungan untung-rugi pada setiap 

tindakan secara kasuistis. 

2. Deontologi: Immanuel Kant 

Berbeda dengan Bentham dan Mill, Immanuel Kant membangun 

etika Deontologi yang menolak akibat sebagai ukuran moralitas. Bagi 

Kant, suatu tindakan dinilai baik semata-mata karena dilandasi oleh 

kehendak baik (good will) dalam menjalankan kewajiban (Pflicht), bukan 

karena akibat yang ditimbulkannya.  

Kant merumuskan imperatif kategoris (categorical imperative) yang 

mensyaratkan bahwa setiap tindakan harus dapat diuniversalkan sebagai 

hukum yang berlaku umum, serta yang terpenting, setiap manusia harus 

selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself) dan 

tidak boleh sekadar dijadikan sarana (merely as means) untuk mencapai 

kemanfaatan pihak lain, sekalipun kemanfaatan itu besar jumlahnya. 

Dalam pandangan Kant, hak-hak dasar individu bersifat mutlak dan tidak 

dapat dikorbankan hanya demi tercapainya manfaat agregat yang lebih 

besar bagi mayoritas. 
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3. Pemetaan Ontologis Model Mediasi Propartif 

Apabila kedua kerangka filsafat moral tersebut dijadikan pisau 

analisis untuk membedah Model Mediasi Propartif, tampak bahwa model 

ini sesungguhnya tidak berdiri secara eksklusif pada salah satu kutub, 

melainkan memuat unsur dari keduanya secara berjenjang, sebagaimana 

tercermin dari kedua kata kunci yang membentuk namanya, yaitu 

Progresif dan Partisipatif: 

a. Unsur Progresif condong pada Utilitarianisme. Pendekatan Progresif 

dalam Mediasi Propartif menekankan penyelesaian yang cepat, 

substantif, dan berorientasi pada hasil pemulihan hak secara nyata 

(result-oriented), bukan sekadar kepatuhan pada prosedur formal yang 

berbelit. Orientasi ini secara filosofis sejalan dengan prinsip 

kemanfaatan Bentham, di mana keberhasilan suatu proses hukum 

diukur dari sejauh mana ia mampu mendatangkan manfaat 

terbesardalam hal ini pemulihan hak masyarakat secara efektif dan 

efisien bagi jumlah pelapor terbanyak yang mengadu kepada 

Ombudsman; 

b. Unsur Partisipatif condong pada Deontologi. Sebaliknya, pendekatan 

Partisipatif justru menegaskan adanya kewajiban moral dan hukum 

yang mutlak bagi Ombudsman untuk selalu mendengarkan dan 

mengikutsertakan suara warga negara dalam setiap tahapan mediasi, 

terlepas dari besar-kecilnya kerugian yang dialami maupun banyak-

sedikitnya pihak yang terdampak. Kewajiban mendengarkan (duty to be 
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heard) ini bersifat non-negotiable, karena ia menempatkan warga 

negara sebagai subjek yang bermartabat dan harus diperlakukan sebagai 

tujuan (end in itself) dalam proses pelayanan publik, bukan semata-

mata sebagai objek statistik penyelesaian sengketa. Prinsip non-

diskriminasi dan larangan mengorbankan hak kelompok minoritas 

pelapor demi efisiensi penanganan kasus secara keseluruhan, 

sebagaimana diuraikan pada manajemen benturan kepentingan di atas, 

juga merupakan wujud nyata dari komitmen deontologis ini. 

c. Maqāşid Syariah sebagai Titik Sintesis. Menariknya, kerangka Maqāşid 

Syariah yang menjadi Applied Theory dalam penelitian ini justru 

menyediakan titik temu (titik sintesis) antara kedua kutub filsafat 

tersebut. Di satu sisi, konsep maslahah (kemaslahatan) dalam Maqāşid 

Syariah memang berorientasi pada manfaat dan kebaikan bersama, 

sejalan dengan semangat Utilitarianisme. Namun di sisi lain, maslahah 

dalam Maqāşid Syariah tidak bersifat bebas nilai dan tidak boleh 

mengorbankan dharuriyyat (kebutuhan primer/hak-hak dasar yang 

bersifat mutlak, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta) hanya demi mengejar kemanfaatan agregat yang lebih besar. 

Dengan kata lain, prinsip dharuriyyat tersebut berfungsi layaknya 

batasan deontologis (deontological side-constraints) yang membatasi 

ruang gerak perhitungan kemanfaatan, sehingga Maqāşid Syariah pada 

hakikatnya adalah kerangka utilitarianisme yang dibatasi kewajiban 

moral mutlak (constrained utilitarianism atau threshold deontology). 
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8. Kesimpulan Ontologis 

Berdasarkan pemetaan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa Model 

Mediasi Propartif secara ontologis tidak dapat digolongkan secara murni 

sebagai Utilitarianisme maupun Deontologi semata, melainkan merupakan 

model hibrida yang berorientasi pada kemanfaatan terbesar yang dibingkai 

oleh batas-batas kewajiban moral mutlak (rule-utilitarianism within 

deontological constraints).  

Unsur Progresif menempatkan model ini pada garis Utilitarianisme 

karena keberhasilan diukur dari hasil pemulihan hak yang cepat dan 

bermanfaat bagi masyarakat luas, namun unsur Partisipatif sekaligus 

mengunci model ini pada garis Deontologi karena hak setiap individu pelapor 

untuk didengar, diperlakukan setara, dan tidak didiskriminasikan termasuk 

dalam pengelolaan benturan kepentingan mediator sebagaimana diuraikan 

sebelumnya bersifat mutlak dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan 

efisiensi maupun kemanfaatan mayoritas semata. Dengan demikian, ruh 

filosofis Model Mediasi Propartif sesungguhnya identik dengan spirit 

Maqāşid Syariah itu sendiri: berorientasi pada kemaslahatan (maslahah-

oriented), namun tetap tunduk pada batas-batas kewajiban moral dan hukum 

yang tidak boleh dilanggar (duty-bound). 

9. Analisis Yuridis Status Eksekutorial Akta/Berita Acara Kesepakatan 

Mediasi Propartif dan Potensi Pendaftarannya ke Pengadilan Negeri 

Salah satu titik lemah paling fundamental dari model Mediasi Propartif 

sebagaimana telah diuraikan berulang kali dalam penelitian ini (lihat Tabel 
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4.7 dan Tabel 5.1) adalah ketiadaan kekuatan eksekutorial atas Berita Acara 

Hasil Mediasi (BAHM) atau akta kesepakatan yang dihasilkan. Oleh karena 

itu, diperlukan analisis yuridis lebih mendalam mengenai kedudukan hukum 

BAHM tersebut serta kemungkinan pendaftarannya ke Pengadilan Negeri 

agar memperoleh kekuatan eksekutorial setara putusan yang berkekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

1. Status Hukum BAHM Propartif Saat Ini 

Secara normatif, BAHM yang dihasilkan dari Mediasi Propartif hanya 

berkedudukan sebagai kesepakatan perdata biasa antara Pelapor dan 

Terlapor, bukan akta otentik dan bukan pula putusan pengadilan. Daya 

ikatnya semata-mata bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut asas pacta sunt 

servanda, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.  

Konsekuensinya, apabila salah satu pihak (in casu instansi Terlapor) 

melakukan wanprestasi atau mengingkari kesepakatan, Pelapor hanya 

dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi biasa 

berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata melalui mekanisme peradilan 

perdata konvensional yang memakan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga 

esensi mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat, murah, 

dan sederhana menjadi tidak tercapai. 
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2. Perbandingan dengan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) di 

Pengadilan 

Berbeda halnya dengan kesepakatan damai yang dicapai melalui 

mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

juncto Pasal 130 HIR/154 RBg, kesepakatan tersebut dituangkan dalam 

bentuk Akta Perdamaian (Acta Van Dading) yang dikukuhkan oleh hakim 

melalui suatu putusan (akta perdamaian).  

Produk hukum ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat 

langsung dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa 

perlu menempuh upaya hukum atau gugatan baru apabila salah satu pihak 

ingkar janji. Kesenjangan besar antara kekuatan hukum Akta Perdamaian 

pengadilan dengan BAHM Propartif inilah yang menjadi akar masalah 

rendahnya kepatuhan instansi terlapor terhadap hasil mediasi Ombudsman. 

3. Potensi Pendaftaran BAHM Propartif ke Pengadilan Negeri 

Peneliti berpendapat bahwa pendaftaran BAHM Propartif ke 

Pengadilan Negeri untuk memperoleh titel eksekutorial dimungkinkan 

secara konseptual, dengan mengadopsi analogi pengaturan Pasal 6 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kesepakatan 

tertulis hasil penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam 
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jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan 

agar dapat dilaksanakan dan memperoleh kekuatan eksekutorial.  

Sepanjang terdapat dasar hukum eksplisit yang menyamakan 

kedudukan BAHM Propartif dengan kesepakatan penyelesaian sengketa 

administrasi di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, 

maka pendaftaran ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan 

(beschikking) yang bersifat eksekutorial menjadi terbuka secara yuridis. 

Meskipun demikian, terdapat sejumlah syarat formal yang harus dipenuhi 

agar BAHM Propartif layak didaftarkan dan diberikan titel eksekutorial, 

yaitu: 

a. BAHM harus ditandatangani oleh pejabat yang benar-benar memiliki 

kewenangan mengambil keputusan atas nama instansi Terlapor, bukan 

sekadar staf atau pejabat tingkat bawah tanpa kewenangan pengambilan 

keputusan sebagaimana ditemukan menjadi salah satu penyebab 

kegagalan mediasi pada Tabel 4.7 penelitian ini; 

b. Substansi kesepakatan harus berupa hak keperdataan yang dapat dinilai 

dengan uang atau pemulihan administratif yang terukur dan dapat 

dieksekusi (executable), sehingga tidak seluruh jenis BAHM dapat 

didaftarkan, misalnya kesepakatan yang menyangkut kebijakan diskresi 

murni yang tidak memiliki objek eksekusi yang jelas dikecualikan dari 

skema ini; 

c. BAHM dibuat tanpa cacat kehendak (paksaan, kekhilafan, atau 

penipuan) dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 
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dalam Pasal 1320 KUHPerdata, agar tidak menimbulkan sengketa baru 

mengenai keabsahan kesepakatan itu sendiri. 

4. Rekomendasi Norma Rekonstruksi 

Berdasarkan analisis di atas, peneliti merekomendasikan agar 

rekonstruksi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 turut memuat norma 

yang menegaskan bahwa BAHM Mediasi Propartif merupakan 

kesepakatan penyelesaian sengketa pelayanan publik di luar pengadilan 

yang, atas permohonan salah satu pihak, dapat didaftarkan kepada 

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang 

untuk memperoleh penetapan berkekuatan eksekutorial melalui 

mekanisme permohonan sederhana (voluntair) dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan, meniru 

kecepatan mekanisme penetapan eksekutorial pada Perma Nomor 1 Tahun 

2016 dan Undang-Undang Arbitrase.  

Dengan skema ini, BAHM Propartif akan bertransformasi dari 

sekadar kesepakatan moral yang rentan diabaikan ("macan kertas") 

menjadi instrumen hukum yang fungsinya setara dengan Akta Perdamaian 

pengadilan, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak akan kepastian 

hukum yang selama ini menjadi kelemahan struktural utama Mediasi 

Propartif sebagaimana ditemukan sepanjang penelitian ini. 
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10. Arah Politik Hukum Ketatanegaraan terhadap Eksistensi Ombudsman 

Republik Indonesia Pasca-Reformasi dan Proyeksi Perubahan Postur 

Kelembagaan 

Untuk melengkapi rekonstruksi hukum dan rekonsepsi model Mediasi 

Propartif yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu ke 

mana arah politik hukum ketatanegaraan Indonesia memposisikan eksistensi 

lembaga Ombudsman pasca-Reformasi 1998, sekaligus memproyeksikan 

perubahan konkret pada postur kelembagaan Ombudsman apabila model 

rekonstruksi yang ditawarkan dalam disertasi ini diakomodasi ke dalam 

legislasi nasional. 

1. Arah Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca-Reformasi 

Politik hukum ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi 1998 

secara umum bergerak menuju penguatan mekanisme checks and balances 

dan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan eksekutif, sebagai 

konsekuensi dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum 

(rechtsstaat) pada Pasal 1 ayat (3).  

Arah kebijakan ini melahirkan berbagai lembaga negara bantu (state 

auxiliary organs/bodies) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, 

dan Ombudsman Republik Indonesia sendiri sebagai wujud dari kebutuhan 

pengawasan yang lebih independen di luar struktur eksekutif konvensional. 
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Perjalanan kelembagaan Ombudsman menunjukkan pola penguatan 

yang bertahap: pada periode 2000-2008, lembaga ini berdiri dengan nama 

Komisi Ombudsman Nasional yang hanya berdasarkan Keputusan 

Presiden, sehingga kedudukannya lemah dan rentan dibubarkan sewaktu-

waktu. Barulah melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, kedudukannya dikuatkan menjadi 

lembaga negara yang mandiri dan independen secara struktural, fungsional, 

maupun personal. Namun demikian, penguatan tersebut bersifat setengah 

hati (ambivalent political will), sebab UU 37/2008 tetap mempertahankan 

karakter dasar Ombudsman sebagai Magistrature of Influence murni, 

tanpa memberikan kewenangan eksekutorial atau ajudikasi yang mengikat 

sebagaimana yang diberikan kepada lembaga negara bantu lain seperti 

Komisi Pemberantasan Korupsi (kewenangan penyidikan dan penuntutan). 

Pola ini mencerminkan kompromi politik antara keinginan untuk 

memperkuat pengawasan birokrasi pelayanan publik dengan kekhawatiran 

elite kekuasaan terhadap potensi lahirnya lembaga pengawas yang 

superbody. 

2. Proyeksi Konkret Perubahan Postur Kelembagaan Ombudsman 

Republik Indonesia 

Apabila model rekonstruksi hukum yang ditawarkan dalam disertasi 

ini yaitu perubahan terhadap Pasal 7, Pasal 8, penambahan Pasal 36A dan 

perubahan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, serta 

perubahan Pasal 48, penambahan Pasal 50A, dan perubahan Pasal 52 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diakomodasi ke dalam legislasi 

nasional, maka peneliti memproyeksikan sejumlah perubahan konkret 

pada postur kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Pergeseran dari Magistrature of Influence murni menuju Hybrid 

Magistrature: postur kelembagaan Ombudsman akan bergeser dari 

lembaga yang semata-mata mengandalkan kekuatan pengaruh moral 

menjadi lembaga hibrida yang tetap mengedepankan pendekatan 

persuasif-mediatif sebagai instrumen utama, namun kini dilengkapi 

kewenangan menerbitkan BAHM ber-titel eksekutorial untuk kategori 

sengketa administratif tertentu, sejalan dengan pendapat pimpinan 

Ombudsman RI bahwa Magistrature of Influence dan Magistrature of 

Sanction bersifat komplementer, bukan dua kutub yang saling 

menegasikan; 

b. Penguatan posisi Ombudsman dalam hierarki pengawasan negara: dari 

sekadar pelengkap pengawasan internal (Inspektorat) dan pengawasan 

fiskal (Badan Pemeriksa Keuangan), Ombudsman diproyeksikan naik 

kelas menjadi clearing house tunggal (lex specialis yang lebih tegas) 

bagi penanganan maladministrasi pelayanan publik, sehingga 

berpotensi mengurangi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga 

penyelesaian sengketa sektoral lain sebagaimana diidentifikasi dalam 

uji kontradiksi norma Pasal 7 juncto Pasal 30-33 UU Nomor 37 Tahun 

2008; 
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c. Transformasi struktur organisasi internal: peran Asisten Ombudsman 

akan berubah dari sekadar fasilitator menjadi mediator bersertifikasi 

yang diakui oleh Mahkamah Agung, sehingga menuntut pembentukan 

unit sertifikasi mediator, standar kompetensi baru, jenjang karier 

fungsional mediator, serta tambahan alokasi anggaran dan sumber daya 

manusia di internal Ombudsman Republik Indonesia; 

d. Pengurangan beban perkara pada peradilan formal: bertambahnya 

laporan yang tuntas secara final dan mengikat pada tahap Mediasi 

Propartif diproyeksikan mengurangi jumlah sengketa pelayanan publik 

yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun 

peradilan umum, sejalan dengan politik hukum access to justice dan 

asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana 

diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman; 

e. Peningkatan kepatuhan pejabat publik: adanya konsekuensi hukum 

yang jelas, baik berupa sanksi disiplin ASN/jabatan publik maupun 

eksekusi perdata atas BAHM yang diingkari, diproyeksikan akan 

menekan angka ketidakpatuhan kepala daerah dan pejabat publik 

terhadap hasil mediasi maupun rekomendasi Ombudsman yang selama 

ini menjadi sorotan dalam penelitian ini; 

f. Kebutuhan mitigasi risiko kelembagaan: penguatan postur ini 

berpotensi menimbulkan resistensi dari kementerian/lembaga yang 

khawatir kehilangan ruang diskresi, sehingga rekonstruksi hukum harus 
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disertai harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tata 

Usaha Negara, guna mencegah tumpang tindih kompetensi absolut 

antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan skema eksekusi BAHM 

yang diusulkan dalam disertasi ini. 

Dengan proyeksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah politik 

hukum ketatanegaraan pasca-Reformasi yang semula bersifat minimalis 

dan setengah hati terhadap penguatan Ombudsman diproyeksikan bergerak 

menuju penguatan bertahap (incremental strengthening) yang tetap 

menjaga jati diri Ombudsman sebagai lembaga persuasif-mediatif yang 

khas, namun kini dilengkapi dengan instrumen daya paksa terbatas 

(limited coercive instrument) sebagai jawaban konkret atas kelemahan 

struktural yang ditemukan sepanjang penelitian ini, sekaligus menegaskan 

konsistensi antara nilai keadilan substantif hukum Islam (al-'adl, islah, 

dan tawidh) dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia modern. 

 

 

 

 

 

 

 


